
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK JNDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 216/PMIZ.05/2016 

Menimbang 

TENT ANG 
. 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH A ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 

1 3  ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

21 3 /PMK. 05/20 1 3  tentang Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 215/PMK. 05/20 1 6  tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

21 3 /PMK. 05/20 1 3  tentang Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

263 /PMK. 05/20 1 4  tentang Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan 

Dana Desa; 

b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan 

keuangan atas transaksi transfer ke daerah dan dana 

desa yang lebih transparan dan akuntabel sesua1 

dengan standar akun tansi pemerin tahan serta 

mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 48 /PMK. 07 /20 1 6  tentang Pengelolaan Transfer 

www.jdih.kemenkeu.go.id



Mengingat 

- 2 -

Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah di11bah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

1 87 /PMK. 07 /20 1 6  tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 07 /20 1 6  tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai sistem 

akun tansi dan pelaporan keuangan tr an sf er ke daerah 

dan dana desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer 

Ke Daerah Dan Dana Desa; 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 20 1 0  tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 1 0  Nomor 1 23 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 1 65 ) ;  

2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4  tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 1 4  Nomor 1 68 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) ; 

3 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

2 1 3 /PMK. 05/20 1 3  tentang Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 215 /PMK. 05/20 1 6  tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

2 1 3 /PMK. 05/20 1 3  tentang Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 1 6  Nomor 2137); 
4 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 07 /20 1 6  

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana 

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 1 87 /PMK. 07 /20 1 6  tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK. 07 /20 1 6  tentang Pengelolaan Transfer Ke 

Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 1 6  Nomor 1 850 ) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG SISTEM 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE 

DAERAH DAN DANA DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut 

SATD adalah serangkaian prosedur manual maupun 

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta 

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas 

transaksi tr an sf er ke daerah dan dana desa. 

2 .  Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi BUN. 

3 .  Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA 

BUN adalah bagian anggaran yang tidak 

dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga. 

4 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disebut 

UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan 

kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat 

satuan kerja di lingkup BUN. 

5 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu 

BUN yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit 
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akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan 

yang melakukan penggabungan laporan keuangan 

seluruh UAKPA BUN. 

6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang 

selanjutnya di singkat UABUN adalah unit akuntansi 

pada Kementerian Keuangan, yang melakukan 

koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi 

dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan 

sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan 

seluruh UAPBUN. 

7 .  Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung 

jawaban pemerintah atas pelaksanaan Angaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa 

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, 

laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL}, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

8 .  Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi 

posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

9 .  Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya 

disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer 

surplus/ defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 

periode. 

1 0 . Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan 

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 

LRA, Neraca, laporan arus kas, laporan operasional, 

laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan 

SALdalam rangka pengungkapan yang memadai. 

1 1 . Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 

adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya 

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya 
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yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk 

kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu 

periode pelaporan. 

1 2. Laporan Perubahan Ekuitas 

disingkat LPE adalah laporan 

yang 

yang 

selanjutnya 

menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

1 3 .  Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara 

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi 

fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, 

dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

1 4 .  Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

meialui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerinta han, 

pelaksanaan pembangunan, pem binaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

1 5. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah 

transaksi berkaitan dengan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa yang berdasarkan kejadiannya memiliki 

karakteristik akuntansi basis akrual. 

1 6. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka 

dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan, 

dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi 

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk 

memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada 

modifikasi material yang harus dilakukan atas 

laporan. 

1 7 .  Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi 

keuangan yang di proses dengan beberapa 

sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen 

sumber yang sama. 
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BAB II 

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Pasal 2 

( 1 )  SATD merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara 

(SABUN) . 

(2 ) Dalam rangka pelaksanaan SATD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dibentuk Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas: 

a. UAKPA BUN; dan 

b. UAPBUN. 

(3 ) SATD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan 

penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan 

menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. 

(4 ) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3 ) merupakan sistem aplikasi yang 

mengintegrasikan seluruh proses yang terkait 

dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses 

penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada 

BUN dan Kementerian Negara/Lembaga. 

(5 )  Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3 ) terdiri atas: 

a. LRA; 

b. Neraca; 

c. LO; 

d. LPE; dan 

e. CaLK. 
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BAB III 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Bagian Pertama 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Umum Negara 

Pasal 3 

UAKPA BUN memproses dokumen 

keuangan dan melakukan proses 

sumber transaksi 

akuntansi dengan 

mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait 

pengakuan, pengukuran, penyaj ian, dan pengungkapan 

kej adian transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 

yang terdiri atas: 

a. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

b. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

c. Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 

d. Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Pasal 4 

( 1 )  Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diakui 

pada saat: 

a. resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi 

oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN; dan/atau 

b. timbulnya kewaj iban kurang salur dan/ a tau 

kurang bayar berdasarkan dokumen penetapan 

kurang salur dan/ atau kurang bayar sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer 

ke daerah dan dana desa. 

(2) Behan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a diukur 

sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat 

Permin taan Pembayaraan. 

(3 ) Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang timbul 

dari kewaj iban kurang salur dan/ atau kurang bayar 
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sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b diukur 

sebesar nilai nominal berdasarkan dokumen 

penetapan kurang salur dan/ atau kurang bayar 

sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer 

ke daerah dan dana desa. 

(4 ) Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dan ayat (3 ) 

disajikan di LO. 

Pasal 5 

( 1 )  Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diakui 

pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2 D) .  

(2 ) Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diukur sebesar 

nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) yang membebani Rekening Kas Umum 

Negara berdasarkan asas bruto. 

(3 ) Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disaj ikan pada 

pos belanja negara di LRA. 

(4 ) Dalam hal terdapat pengembalian Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa atas realisasi Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa tahun anggaran berjalan, pengembalian 

tersebut dicatat sebagai pengurang nilai realisasi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada pos belanja 

negara di LRA. 

(5) Dalam hal terdapat pengembalian Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa atas realisasi Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa tahun anggaran yang lalu, pengembalian 

tersebut dicatat sebagai penerimaan kembali Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu 

pada pos pendapatan negara bukan pajak lainnya di 

LRA. 
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Pasal 6 

Transaksi yang berkaitan dengan beban dan realisasi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan secara 

memadai berdasarkan j enis transfer dan/ atau daerah 

penerima dana transfer di CaLK. 

Pasal 7 

( 1 )  Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c di.akui 

pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi 

j umlah yang menj adi hak Pemerintah Daerah pada 

tahun anggaran yang bersangkutan dan telah 

ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah dan 

dana desa berdasarkan dokumen penetapan lebih 

salur dan/ atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. 

(2 ) Piutang Transfer ke Daerah clan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diukur sebesar 

nilai nominal berdasarkan dokumen penetapan lebih 

salur dan/ atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana Jesa. 

(3 ) Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaj ikan sebagai 

piutang bukan paj ak pada pos aset lancar di Neraca. 

(4 ) Piutang bukan paj ak yang disaj ikan di Neraca 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) tidak dilakukan 

penyajian penyisihan piutang tidak tertagih. 

(5) Piutang Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) 

diungkapkan secara memadai dalam bentuk daftar 

piutang berdasarkan j enis transfer dan/ atau daerah 

yang mengalami lebih salur dan/ a tau lebih bayar 

transfer dalam lampiran Laporan Keuangan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa yang menj adi lampiran 

pendukung CaLK. 
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Pasal 8 

( 1 )  Piutang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa diakui pada saat terjadi 

kelebihan salur dari nilai alokasi yang belum 

ditetapkan sebagai piutang Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan lebih 

salur dan/ atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tr an sf er ke daerah clan dana desa. 

(2) Piutang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan 

hasil perhitungan dan rekonsiliasi pada tahun 

anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran 

berikutnya sebelum Laporan Keuangan tahun 

anggaran berjalan diterbitkan. 

(3 ) Piutang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disajikan sebagai piutang bukan pajak pada 

pos aset lancar di Neraca. 

(4) Piutang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3 ) diungkapkan secara memadai dalam bentuk 

daftar piutang berdasarkan jenis transfer dalam 

lampiran Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa yang menjadi lampiran pendukung CaLK. 

(5) Penyelesaian atas piutang yang diesi:imasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dilakukan 

dengan mereklasifikasi piutang yang diestimasi 

menjadi piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

pada saat terdapat penetapan piutang Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen 

penetapan lebih salur dan/ atau lebih bayar sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke 

daerah dan dana desa. 

Pasal 9 

( 1 ) Pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

diakui pada saat: 
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a. . telah diperhitungkan dengan realisasi penyaluran 

dana transfer tahun anggaran berjalan dan/ atau 

tahun anggaran berikutnya; atau 

b. pengembalian dana transfer telah diterima 

rekening kas negara. 

(2) Pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

melalui perhitungan realisasi penyaluran dana 

transfer tahun anggaran berj alan dan/ atau tahun 

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf a diukur sebesar nilai nominal sesua1 

dengan potongan Surat Perintah Membayar (SPM) 

yang telah diterbitkan SP2D oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) . 

(3 ) Pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

melalui pengembalian dana transfer sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b diukur sebesar nilai 

nominal sesuai dengan surat setoran ke rekening kas 

negara atau dokumen yang dipersamakan. 

Pasal 1 0  

( 1 )  Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diakui 

pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang j umlah 

yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun 

anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan 

sebagai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

berdasarkan dokumen penetapan kurang salur 

dan/ atau kurang bayar sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tr an sf er ke daerah clan dana desa. 

(2) Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diukur sebesar 

nilai nominal berdasarkan dokumen penetapan 

kurang salur dan/ atau kurang bayar sesuai Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan 

dana desa. 
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(3 ) Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disajikan sebagai 

utang transfer pada pos kewajiban jangka pendek di 

Neraca. 

(4) Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

diungkapkan secara memadai dalam bentuk daftar 

utang berdasarkan jenis transfer dan/ atau daerah 

penerima transfer dalam lampiran Laporan Keuangan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menjadi 

lampiran pendukung CaLK. 

Pasal 1 1  

( 1 )  Utang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa diakui pada saat terjadi 

kekurangan salur dari nilai alokasi dan belum 

ditetapkan sebagai utang Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan kurang 

salur dan/ atau kurang bayar sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tr an sf er ke daerah dan dana desa. 

(2 ) Utang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan 

hasil perhitungan dan rekonsiliasi pada tahun 

anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran 

berikutnya sebelum Laporan Keuangan tahun 

anggaran berjalan diterbitkan. 

(3 ) Utang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2 ) disajikan sebagai utang transfer pada pos 

kewajiban jangka pendek di Neraca. 

(4) Utang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3 ) diungkapkan secara memadai dalam bentuk 

daftar utang berdasarkan J ems transfer dalam 

lampiran Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa yang menjadi lampiran pendukung CaLK. 

(5) Penyelesaian atas utang yang diestimasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3 ) dilakukan dengan 

mereklasifikasi utang yang diestimasi menjadi utang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada saat terdapat 
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penetapan utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

berdasarkan dokumen penetapan kurang salur 

dan/ atau kurang bayar sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. 

Pasal 1 2  

( 1 )  Pelunasan atas utang Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0  ayat ( 1 )  

diakui pada saat realisasi transfer yang membebani 

Rekening Kas Umum Negara. 

(2 ) Peluna::;an atas utang Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diukur 

sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2 D yang 

diterbitkan oleh KPPN. 

Pasal 1 3  

( 1 )  UAKPA BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat 

UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan 

Pasal 1 2 .  

(2 ) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas: 

a. LRA; 

b. Neraca; 

c. LO; 

d. LPE; dan 

e. CaLK. 

Pasal 1 4  

( 1 )  UAKPA BUN menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3  ayat (2 ) 

kepada UAPBUN setiap bulan, semester, dan tahunan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Laporan Keuangan bulanan berupa LRA dan 

Neraca; dan 

b. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan 

berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. 
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(2 ) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

tata cara penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan BUN. 

Bagian Kedua 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pembantu Bendahara Umum Negara 

Pasal 1 5  

( 1 ) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak 

sebagai UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa. 

(2 ) UAPBUN melakukan proses penggabungan Laporan 

Keuangan tingkat UAKPA BUN. 

(3 ) UAPBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat 

UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) .  

(4) LaporanKeuangan tingkat UAPBUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3 ) terdiri atas: 

a. LRA; 

b. Neraca; 

c. LO; 

d. LPE; dan 

e. CaLK. 

Pasal 1 6  

( 1 )  UAPBUN menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5  ayat (4) 

kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c. q. 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku 

UABUN setiap semesteran dan tahunan. 

(2 ) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
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tata cara penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan BUN. 

BAB IV 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 1 7  

( 1 )  Setiap Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pengelolaan Tran sf er ke Daerah clan Dana Des a 

membuat Pernyataan Tanggung J awab atas Laporan 

Keuangan dan dilampirkan pada Laporan Keuangan 

semesteran dan tahunan. 

(2 ) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  untuk Laporan Keuangan tingkat UAKPA 

BUN ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

(3 ) Pernyataan T�nggung Jawab sebagaimana dimnksud 

pada ayat ( 1 )  untuk Laporan Keuangan tingkat 

UAPBUN ditandatangani oleh Pembantu Pengguna 

Anggaran BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

(4 ) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  memuat pernyataan bahwa pengelolaan 

APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian internal yang memadai dan akuntansi 

keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

(5 ) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  dapat diberikan paragraf penjelasan atas 

suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan 

Keuangan. 

BAB V 

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Pasal 1 8 

SATD dilaksanakan sesuai dengan Modul SATD 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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BAB VI 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

Pasal 1 9  

( 1 )  Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang 

disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu 

atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan 

UAPBUN. 

(2 ) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan. 

(3 ) Hasil reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPBUN 

dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu. 

(4 ) Pernyataaan Telah Direviu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3 ) dilampirkan pada Laporan Keuangan 

tingkat UAPBUN semesteran dan tahunan. 

(5 ) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai reviu atas Laporan Keuangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 263/PMK. 05/20 1 4  tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 21  

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri in1 dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30  Desember 2 0 1 6  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 0  Desember 2 0 1 6  

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 6  NOMOR 2 1 3 8  

menterian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuanga11 Negara 

mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 

guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara {APBN) . Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang 

disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prms1p 

transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 3/PMK. 05/2 0 1 3  tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

/PMK. 05/2 0 1 6  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 2 1 3 /PMK. 05/20 1 3  tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (PMK 2 1 3/20 1 3 ) .  

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Instansi (SAi) . Pelaksanaan SABUN menjadi tugas dan fungsi 

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan SAI 

diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. 

Salah satu subsistem dari SABUN tersebut di atas adalah Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

{SATD) . SATD merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan 

proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta 

pelaporan pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Sebagai susbsistem dari SABUN, SATD mempunyai karakteristik basis 

akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. 

Dalam siklus akuntansinya, SATD juga menggunakan bagan akun 

standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas 

kej adian transaksi keuangannya. 
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Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara (BA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menteri 

Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA 

BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Salah satu tugas 

PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa adalah 

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN 

yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu 

dibentuk unit akuntansi untuk melaksanakan SATD sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 7 1 /20 1 0) dan PMK 

2 1 3 /2 0 1 3 .  

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu 

disusun modul SATD. Modul SATD ini dijadikan pedoman bagi pihak yang 

diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penyusunan modul ini 

didasarkan pada PP 7 1 /20 1 0  dan peraturan perundang-undangan 

mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup modul SATD mencakup akuntansi dan pelaporan 

keuangan pertanggungjawaban keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa, unit akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi 

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta hak dan kewajiban yang 

timbul dari transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

C. MAKSUD 

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan 

mengimplementasikan proses sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis akrual 

secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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D.TUJUAN 

Tujuan modul SATD memberikan panduan mengenai perlakuan 

akuntansi transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis akrual 

yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan BA BUN Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

E. SISTEMATIKA 

Modul SATD disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BAB V 

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, 

dan Sistematika. 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BA BUN 

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Meliputi Pembentukan Unit Akuntansi Dan Pelaporan 

Keuangan, Proses Bisnis Pada UAKPA BUN Pengelolaan 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Proses Bisnis pada 

UAPBUN Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Dokumen 

Pencatatan Akuntansi, Analisis Laporan Keuangan, dan 

Penyampaian Data dan Laporan Keuangan. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA 

DESA 

Meliputi Definisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Basis 

Akuntansi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan 

Pengungkapan Beban, Realisasi, Piutang, Utang, dan Koreksi 

Utang dan/ atau Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH DAN 

DANA DESA 

Meliputi Jurnal Anggaran, Jurnal Komitmen, Jurnal 

Realisasi, Jurnal Pengembalian, Jurnal Penyesuaian, dan 

Jurnal Penutup Terkait Transaksi Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa. 

LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA 

DESA 

Meliputi Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa, Periode Pelaporan, Komponen Laporan Keuangan, 
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Laporart Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan 

ILUSTRASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI 

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Meliputi Ilustrasi 1 :  Transaksi Realisasi Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa; Ilustasi 2 :  Transaksi Realisasi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa dengan Adanya Pemotongan dan 

Pengembalian; Ilustrasi 3 :  Transaksi Pengakuan Piutang, dan 

Penyelesaian Piutang Lebih Salur Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa; Ilustrasi 4 :  Transaksi Pengakuan Utang, dan 

Penyelesaian Utang Kurang Salur Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa; Ilustrasi 5: Koreksi Nilai Piutang dan/ atau Utang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

PENUTUP 
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BAB II 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN 

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

terutama pelaksanaan transaksi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 

(BA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kementerian 

Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa, menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas 

transaksi keuangan yang meliputi transaksi pelaksanaan BA BUN 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan pengakuan adanya 

selisih kelebihan atau kekurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Untuk 

mewujudkan hal tersebut diperlukan proses bisnis Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan dalam suatu bentuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (SATD) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) . SATD dilaksanakan 

oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta unit akuntansi dan 

pelaporan keuangan yang melakukan pengelolaan Bagian Anggaran Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa. Unit akuntansi dan pelaporan dibentuk dalam 

rangka menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) , Laporan Operasional (LO) , Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , Neraca 

dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) . 

Unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam SATD terdiri atas: 

1 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai 

unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta 

pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan BA BUN 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

2 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum 

Negara (UAPBUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada 

tingkat Eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai unit 
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pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan Laporan 

Keuangan seluruh UAKPA BUN. 

B. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE 

DAERAH DAN DANA DESA 

Secara umum, pada periode berjalan petugas pada UAKPA BUN 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melaksanakan kegiatan 

yang menjadi tugas pokoknya, antara lain: 

1 .  Melakukan verifikasi dokumen sumber; 

2 .  Melakukan perekaman dokumen sumber; 

3 .  Melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan hapus data 

transaksi berdasarkan dokumen sumber; 

4 .  Melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku 

Besar Akrual dan Buku Besar Kas; 

5 . Melakukan penyesuaian pengakuan, pengukuran, penya.Jian dan 

pengungkapan Beban, Utang, Piutang, dan Pendapatan atas transaksi 

akrual; 

6. Melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan entitas penerima dana 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

7 .  Menyusun Laporan Keuangan dan Lampiran-lampiran pendukung, 

terutama Daftar Piutang dan Utang Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa; dan 

8 .  Menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH 

DAN DANA DESA 

Pada periode berjalan, petugas pada UAPBUN Pengelolaan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas 

pokoknya, antara lain: 

1 .  Melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA 

BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

2 .  Melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

3 .  Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN; dan 
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4 .  Menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) . 

D. DOKUMEN PENCATATAN AKUNTANSI 

Dokumen yang digunakan untuk pencatatan akuntansi yang terkait 

dengan kegiatan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain: 

1 .  Alokasi anggaran: 

a. DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 

b. Revisi DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

2 .  Pencatatan Beban/Realisasi: 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ; 

b. Surat Perintah Membayar (SPM) ; 

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2 D) ;  dan 

d. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (SKP-RTD) . 

3 .  Pencatatan pengembalian atas realisasi: 

a. Surat Perintah Membayar (SPM) ; dan 

b. Surat setoran negara berupa Surat Setoran Pengembalian Belanja 

(SSPB) , Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) , atau dokumen yang 

dipersamakan dengan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara (NTPN) 

4 .  Pencatatan Piutang/Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa: 

a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan kurang bayar 

transfer dan/ atau lebih bayar transfer; 

b. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) ; 

c. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (SKP-RTD) ; 

d. Daftar Potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 

e. Daftar Pemotongan Lebih Salur. 

5 .  Dokumen pendukung lainnya: 

a. UU APBN; 

b. Perpres Rincian APBN; 

c. Perda mengenai APBD; 

d. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus; 

e. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping; dan 

f. Memo Penyesuaian. 
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Formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

l}.".\stl.i:i.n .. f\osm.�.H.l..IJ 
Eselon I 
VVilayah 
Satua n Kerj a 

No. Dokumen 

FORMULIR 
MEMO PENYESUAIAN 

1.( _} _____________ _ 

2.(_) _____________ _ 

3.( __ )·_ -------------
4.( ____ , ____________ _ 

5. _______________ _ 

Tang gal 6. _______________ _ 

Talrnn Anggaran 7. _______________ _ 

Kafog o ri J urnaJ Penye:s uata n!JJ!.Ql?JR�!!��J!:.�JMJ! U�H!WJ.J!WWJ!l({{���!J . .!!r.!-WJ'!WJ . .!J.rtt : 

Dibuat olel1 : 
R@.Wt:J��. �W..M»l&Js:RO.MtQ�,[. 

'12 
Tanggal : 15 ____ _ 

Disetujui oleh : 
8i!!�vWv WW...Q.�®Q. 

13 
Tanggal : 15 ____ _ 

Direkam oleh : 
�t\!..Q.�� KRQJI\W-*-f· 

14 
Tanggal :15· ____ _ 

�.____----------------------------------� 

1: .. §:§Wl.QD,.&J.9.�n�uw. 
2. E.selon I 
J. 1..vilayal1 
4. Satuan Kerjja 
5. No. Doli:ur:nen 

6. Tanggal 

7. Tahun Anggaran 
1 0 .. JJ.lf'...,119.1 :. 

a. No-
b. D/K 
c. !SvQ,9£.8f>J.JD.. 
cl. �-J.Q�l.�JJ/.�)5J.Jn. 
e. Rupiah .QJU;i,;gj_ 
f. Rupiah�Jf.i! 

11 .. �gt\S,CQD.flml 

14. pjt_�,1$.9JU.Q!�b. 
1 s. J.e.ngrm1 

PETUNJUK PENGI SIAN MEMO PENYESUAIAN 
RH.l!..l KR��.!2:§Wl.�J.J .. 6llITTrnrnJJ. 9JJnVrnte.n��J.qu&J.rurnwn 
Q.Jl� K.ggg Un it g&g).9..Cl I .9;fill..WL<;JL?JJ..g,§Jtl9JJ I 
J;::W�J �9.£1,e,, Vvi I ayah 9:.9.D.Y.rnJ.9Jl. Wi I ayah 
QU.l!.l !S9Jtt.�.-�1t.E;!f .Q.9.n.!.J.r?laci.�J�-�r 
P.i.I?-J 119..t:nw 1uK4JJ.1lrn ,sfJ.crnAaj .9.llJW@.n. 6 o i git �9,_9gg_�!Kfi!.f, . . Q@JJ. 
Q,[l�.11 D.W:U.QJ; &t.CV1Q.9..fMJJ.�m Me rn o e�.oxg� .. U�J.SlJJ. 
QJlP.J. t?.fJ.Q..CJJIJ Memo E.�OY.5te.!-t?-i.�.9J..Q,q.��)!�.Q.. WJM1Q.'#}.: 
31 q��J�FQ;P.ft.J .2o15 
R .. UJ1Hf.JJUW •• SUJJJQs.fJ.lD. lmJiS!1fJJJ..,rni.WlQY.R: 2015 

J,;W:�J Sl!J.lf_�;a 1 Pf.l!J� P;9Jl$..g_g,U;:i.IDE. -9:�JJHlOSJ.�fJ 2 ��_g;'! .9.f.JJ.l�.!'>J',�!J.? 
RJt�.i. D Q9Jl;;t. !<�r.Ju1gq9JJ:la. ffjJ�i K Re.JI� .9f.JA�.K'il��»,? 
RJl�KcW&..8f>.\tD.. yang �J5.!-1U-�.P,�tv»-g,� 9miHW.m,9 .. 

.9,?JUfJJ�l J59Jl�A-t;J.W yang .?.�o.91r;cITTll! ruJJl<:! Reill.MSW.a 
RJ.t�J VWJ.9JJ.&KllQ. yang .?.l'.i.�n.9:i.��9JlJR�U!5! tlJJJJ�_{;l,gJ:lW.Ufl., 
.Q�!J.Ettl�l Urni.BJJtl�JJQ ya n Q' Qf;.9Jl91�UUJj! P..?J!�. &.act9.K�-9,.,lJ.e. RJL�HIJ.t:nt?JJ. rupiah fil.g�,-�lK'-W.llilJ!�.eJS§J.Yang 91®1W1-
Q,i,i,� iM.ro.lsJJ. rupiah fil�.l�.-?.t\!-l,!J)fJIJJ.W�J yang .g,L��£JJ!. 
Qil� wmi�J�JJ..§i(J,gJs.�luu:wJ yang gJ.,Q.,1.JSt tlFJn�IJ!rn:&J.!J!tWlSl9-U. 
P.1l9; -9.:l®.fJJ1Ksw .. 
Qli{l.,i. NS!.tlUl. .Q.@.JJ,NIP f:gJ],Q.�UU Me mo e�..o.:c�w .. ?.lJwe�t�!-Sl�. 
�Jitl�as.l/�.!'J.untaci.§J 
Q.[taj �9. QEIJJ.N IP WA�,?JJ..l9..!J..Q].HQ9/ E,�JJJR9§�eJJ1iM,S.L9.JJJl .�!JWJ.l.,Q.,�J!Dp·e rato r J:0JJmWftJIR.�J)jlJJ.ruJWJ.gj,�.Q: UAKPA 
P.lt�J fal?JM 91.eJJ r-.i IP f.p�JJJQ.?.e. Operator 159.tu.PY�fll 
!W.�l UlJJ...Q. .. CJ;iJ&U.91,l;l,i,iDi!-leJJDXq !J,.tg.9..§. l!Ul�lo.!J:UJ.�10,.g 

[__ ____________ _,__..._ ____________________ �" 
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E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

Analisis Laporan Keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan 

menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam 

Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi 

penyaJ ian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerjntahan. Analisis Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan 

secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit 

akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas. 

Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas Laporan Keuangan, 

yaitu sebagai berikut: 

1 .  Kelengkapan Laporan Keuangan (termasuk lampiran) tidak memenuhi 

persyaratan sesuai ketentuan; 

2 .  Terdapat perbedaan antara data dengan penjelasan informasi di CaLK; 

dan 

3 .  Pengungkapan dalam CaLK seringkali kurang informatif. 

Kegiatan analisis Laporan Keuangan dapat berupa pemeriksaan 

terhadap: 

1 .  Kelengkapan Laporan Keuangan 

a. Memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, 

LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/ dicetak; 

b. Memastikan informasi/ data/ dokumen pendukung yang relevan 

sudah dilampirkan; 

c. Membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah 

dibuat/ dicetak/ dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah; dan 

d .  Memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang 

tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak 

perlu/tidak relevan) . 

2 .  Validitas Data 

a. Memastikan angka/ data/ informasi yang disajikan dalam cetakan 

hardcopy, softcopy, dan CaLK secara konsisten sama; dan 

b. Jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka 

perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya. 

3 .  Akurasi Angka yang Disajikan 

a. Memastikan angka/ data/ informasi yang disajikan dalam cetakan 

hardcopy, softcopy dan CaLK akurat; 
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b. Memastikan angka pada LRA sudah sesuai dengan BAR; 

c. Memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana 

kebijakan akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah 

disajikan dengan tepat dan akurat; dan 

d. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK 

sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya. 

4 .  Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun 

a. Memastikan persamaan akuntansi dasar Aset=Kewaj iban+Ekuitas 

terpenuhi; 

b. Memastikan akun-akun terkait dengan transaksi Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal 

standar; dan 

c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal. 

5 .  Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos Laporan Keuangan 

dalam CaLK 

a. Memastikan setiap akun dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah 

diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan 

b. Memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup ( adequate 
disclosure) tidak kurang ( insufficient disclosure) dan tidak berlebihan 

( overload disclosure) . 

F. PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa disampaikan kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal 

Perbendaharaan c. q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai 

dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara 

penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. 
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BAB III 

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

A. DEFINISI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA B UN 

dan pencatatan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, UAKPA 

BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan 

proses akuntansi dengan mengidentifikasi clan mengumpulkan informasi 

terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian 

terkait transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang terdiri atas: 

a. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

b. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

c. Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

d. Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 

Transfer ke Daerah adalah bagian clari belanja Negara clalam rangka 

mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, 

dana insentif daerah, clana otonomi khusus, dan dana istimewa Daerah 

Istimewa Y ogyakarta. Sedangkan dana desa adalah dana yang 

dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberclayaan masyarakat. 

Secara arus keuangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan 

lain, dalam hal ini yaitu pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

B. BASIS AKUNTANSI 

Basis akuntansi yang digunakan clalam mencatat transaksi clan 

penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer kr. Daerah 

clan Dana Desa aclalah basis akrual. Basis akrual yang cliterapkan 

merupakan basis akuntansi yang mengakui aclanya pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi clan peristiwa itu terjacli, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan 

menyusun Laporan Realisasi Anggaran sepanJ ang APBN clisusun 

menggunakan penclekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk 
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Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat 

kas diterima di rekening kas umum negara, sedangkan belanja diakui 

pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara. 

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN 

DAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Pelaksanaan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa tidak lepas dari dokumen pelaksanaan anggaran yang tertuang 

dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan 

setiap tahunnya. DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

tidak memuat rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa per 

provinsi/kabupaten/kota. Rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa per provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Rincian 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SKP-RTD) . 

SKP-RTD merupakan surat keputusan yang menjadi komitmen 

pemerintah atas pengeluaran yang menjadi beban anggaran yang memuat 

rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam 

periode tertentu. Komitmen pemerintah ini menjadi catatan manajemen 

KPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa namun tidak 

membentuk penyajian clan pengungkapan pada komponen dan pos-pos 

Laporan Keuangan. 

Dalam siklus pencatatan akuntansi atas transaksi realisasi 

pelaksanaan anggaran BA BUN Pengelolaan Tran sf er ke Daer ah dan Dana 

Desa, akrualisasi Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada 

saat terjadi resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA 

BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Selain itu, Beban 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga diakui pada saat timbulnya 

kewajiban pemerintah yang ditetapkan dengan dokumen penetapan 

kurang salur dan/ atau kurang bayar sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas penyaluran realisasi 

transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat 

Permintaan Pembayaran yang telah terverifikasi clan disetujui o leh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah 
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Membayar (PPSPM) . Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 

timbul akibat kewajiban kurang salur dan/ atau kurang bayar, diukur 

sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur 

dan/ atau kurang bayar yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Tran sf er ke Daerah dan Dana Desa. 

Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada 

saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2 D) . Realisasi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur sebesar nilai nominal sesuai 

dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh 

Kantor Pelayanan Perhendaharaan Negara (KPPN) . Dalam hal transaksi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdapat potongan pengemhalian, 

realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur sehesar nilai hrutonya 

dengan merujuk nilai nominal yang tercantum pada SPM yang telah 

diterhitkan SP2 D oleh KPPN. 

Realisasi anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa disajikan sehesar realisasi SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa pada periode herjalan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

yang membandingkan antara pagu anggaran Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa dengan realisasinya. Pada LRA, Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa merupakan hagian dari helanja negara yang dirinci herdasarkan 

jenis transfer. 

Behan Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan pada Laporan 

Operasional (LO) sehagai heban transfer. Pada akhir periode pelaporan, 

UAKPA BUN melakukan penyesuaian Beban Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa dalam hal hasil verifikasi, validasi, dan konfirmasi yang dilakukan 

oleh KPA BUN menunjukkan terdapat Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

yang masih harus dihayar, kelehihan penyaluran dana transfer, dan/ atau 

terdapat koreksi. 

Dalam hal terdapat pengemhalian Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa yang dilakukan melalui setoran ke kas Negara dan/ atau potongan 

SPM/SP2 D atas realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 

anggaran berjalan, dicatat sehagai pengurang nilai realisasi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa pada pos helanja negara di LRA, dan pengurang 

Behan Transfer di LO. Selanjutnya, dalam hal pengemhalian Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa yang dilakukan melalui setoran ke kas Negara 

dan/atau potongan SPM/SP2 D atas realisasi Transfer ke Daerah dan 
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Dana Desa tahun anggaran yang lalu, dicatat sebagai penerimaan kembali 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada pos 

pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA dan pada pos kegiatan 

non-operasional lainnya di LO. Dalam hal penerimaan kembali Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dimaksudkan untuk 

penyelesaian atas pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

yang telah disajikan di Neraca, tidak ada penyajian penerimaan 1,cembali 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada pos kegiatan non-operasional 

lainnya di LO. 

Beban dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/ atau daerah 

penerima dana transfer dalam lampiran Laporan Keuangan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa yang menjadi lampiran pendukung CaLK. 

D. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui sebagai piutang 

pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh 

Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah 

pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai 

piutang transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan dokumen 

penetapan lebih salur dan/ atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. Piutang Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan 

dokumen penetapan lebih salur dan/ atau lebih bayar sesuai Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. 

Dalam hal piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan 

pada tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun berikutnya sebelum 

laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan 

penambahan nilai piutangnya yang disajikan di Neraca dan pengurangan 

nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disajikan di LO untuk 

periode laporan keuangan tahun berjalan. Selanjutnya, dalam hal piutang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan pada tahun berikutnya 

setelah laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dilakukan 
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pencatatan penambahan nilai piutangnya yang disajikan di Neraca dan 

pengurangan nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 

disajikan di LO untuk periode laporan keuangan tahun berikutnya. 

Nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa disaj ikan sebagai 

piutang bukan paj ak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar pada 

Neraca. Nilai piutang bukan pajak atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. H al ini 

didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pen gakuan 

piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh 

pemeritah pusat sangat besar. 

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan secara 

memadai dalam bentuk daftar piutang berdasarkan jenis transfer 

dan/ atau daerah yang mengalami lebih bayar transfer dalam lampiran 

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menjadi 

lampiran pendukung CaLK. 

Piutang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa dimaksud diakui pada saat terjadi kelebihan salur dari nilai 

alokasi yang belum ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah dan 

dana desa berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/ atau lebih 

bayar yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer 

ke daerah dan dana desa. Nilai piutang diestimasi diukur sebesar nilai 

nominal sesuai deng�n hasil perhitungan dan rekonsiliasi pada tahun 

berjalan dan/ atau tahun berikutnya sebelum laporan keuangan tahun 

berjalan diterbitkan. Piutang yang diestimasi disajikan sebagai piutang 

bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar pada Neraca. 

Piutang yang diestimasi diungkapkan secara memadai dalam 

bentuk daftar piutang berdasarkan jenis transfer dalam lampiran Laporan 

Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menjadi lampiran 

pendukung CaLK. 

Penyelesaian piutang diestimasi dilakukan dengan mereklasifikasi 

piutang transfer yang diestiinasi menjadi piutang Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa pada saat terdapat penetapan piutang Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa sesuai dokumen penetapan lebih salur dan/ atau leb1h bayar 

sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan 

dana desa. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 35 -

Sedangkan pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

diakui pada saat telah diperhitungkan dengan realisasi penyaluran dana 

transfer tahun berjalan dan/ atau tahun berikutnya atau pengembalian 

dana transfer yang telah diterima rekening kas negara. Pelunasan piutang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui perhitungan realisasi 

penyaluran dana transfer tahun berjalan dan/ atau tahun berikutnya 

diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan potongan SPM yang telah 

diterbitkan SP2 D oleh KPPN. Sedangkan, pelunasan Piutang Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa melalui pengembalian dana transfer secara kas 

diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan surat setoran ke rekening kas 

negara atau dokumen yang dipersamakan. 

Dalam hal pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

yang penetapannya pada tahun anggaran berikutnya sebelum laporan 

keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan 

penyesuaian dengan mengurangi nilai piutang di Neraca dan dengan 

menambah nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di LO pada 

laporan keuangan tahun berjalan. Sedangkan, dalam hal pelunasan 

piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan di tahun 

berikutnya, baik yang penetapan piutangnya pada tahun anggaran 

berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan maupun 

setelah laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan, dilakukan 

pencatatan penyesuaian dengan mengurangi nilai penerimaan kembali 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada pos 

pendapatan non operasional di LO pada laporan keuangan tahun 

pelunasan. 

E. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG 

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Dalam pelaksanaan anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa dapat terjadi realisasi kurang penyaluran Dana 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Utang Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa timbul pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 

disalurkan oleh pemerintah pusat kurang jumlah yang menjadi hak 

pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan d&n telah 

ditetapkan sebagai utang transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan 
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dokumen penetapan kurang salur dan/ atau kurang bayar sesuai 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. 

Utang transfer ke daerah dan dana desa diakui pada saat diterbitkannya 

dokumen penetapan kurang salur dan/ atau kurang bayar yang diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan 

dana desa. Utang Transfer ke Daerah clan Dana Desa diukur sebesar nilai 

nominal sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur dan/ atau 

kurang bayar yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

tr an sf er ke daerah clan dana desa. 

Dalam hal utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan 

pada tahun berjalan dan/ atau tahun berikutnya sebelum laporan 

keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan 

penambahan nilai utangnya yang disajikan di Neraca dan penambahan 

nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disajikan di LO untuk 

periode laporan keuangan tahun berjalan. Sedangkan dalam hal utang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan pada tahun berikutnya 

setelah laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dilakukan 

pencatatan penambahan nilai utangnya yang disajikan di Neraca dan 

penambahan nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 

disajikan di LO untuk periode laporan keuangan tahun berikutnya. 

Nilai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan sebagai 

utang transfer pada pos kewajiban jangka pendek di Neraca. Selanjutnya, 

utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan secara memadai 

dalam bentuk daftar utang berdasarkan jenis transfer dan/ atau daerah 

penerima transfer dalam lampiran Laporan Keuangan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa yang menjadi lampiran pendukung CaLK. 

Utang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa diakui pada saat terjadi kekurangan salur dari nilai alokasi 

yang belum ditetapkan sebagai utang transfer ke daerah dan dana desa 

berdasarkan dokumen penetapan kurang salur/kurang bayar yang diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan 

dana desa. Utang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil 
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perhitungan dan rekonsiliasi pada tahun berjalan dan/ atau tahun 

berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan. 

Utang yang diestimasi disajikan sebagai utang transfer pada pos 

kewajiban jangka pendek di Neraca. Penyelesaian utang yang diestimasi 

atas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan dengan 

mereklasifikasi utang transfer yang diestimasi menjadi utang Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa pada saat terdapat penetapan utang Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sesuai dengan dokumen penetapan kurang 

salur /kurang bayar yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai transfer ke daerah dan dana desa. 

Pelunasan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada 

saat realisasi transfer yang membebani rekening kas umum negara. 

Pelunasan tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2 D 

yang diterbitkan oleh KPPN. Terhadap SP2D pelunasan Utang Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa tersebut dilakukan pencatatan penyesuaian 

dengan mengurangi nilai utangnya di Neraca dan dengan mengurangi 

beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di LO pada laporan keuangan 

tahun pelunasan. 

Dalam rangka penyusunan dan penyaJ ian Laporan Keuangan 

semesteran dan tahunan, hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam pos Kewajiban Jangka Pendek 

yang penyelesaian utangnya lebih dari 1 2  (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Panjang dalam pos Kewajiban 

Jangka Panjang. Demikian halnya sebaliknya apabila hasil identifikasi 

terhadap saldo nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka 

Panjang terdapat rencana penyelesaian kurang dari 1 2  (dua belas) bulan 

setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca 

ke Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa pos Kewaj iban Jangka 

Pendek. 

F. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

KOREKSI UTANG DAN/ATAU PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN 

DANA DESA 

Koreksi atas utang dan/ atau piutang Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa dan koreksi atas utang dan/ atau piutang Transfer ke Daerah dan 
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Dana Desa yang diestimasi dapat terjadi salah satunya adalah adanya 

kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah yang 

mengalami lebih/kurang salur tahun anggaran berjalan clan/ atau tahun 

anggaran yang lalu. Dalam hal terjadi koreksi atas utang clan/ atau 

piutang Transfer ke Daerah clan Dana Desa tetapi tidak terdapat 

perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar 

utang/piutang daerah yang mengalami kurang/lebih salur. 

Koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau 

penentuan daerah lebih salur tahun anggaran berjalan dilakukan koreksi 

kenaikan atau penurunan nilai piutang Transfer ke Daerah clan Dana 

Desa clan/ atau nilai piutang Transfer ke Daerah clan Dana Desa yang 

diestimasi di Neraca clan beban transfer di LO. Dalam hal koreksi atas 

kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah letlh salur 

tahun anggaran yang lalu atau penyesuai<;ln nilai piutang dilakukan 

koreksi kenaikan atau penurunan nilai piutang Transfer ke Daerah clan 

Dana Desa clan/ atau nilai piutang Transfer ke Daerah clan Dana Desa 

yang diestimasi di Neraca clan ekuitas di LPE. 

Dalam hal koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan 

atau penentuan daerah kurang salur tahun anggaran berjalan dilakukan 

koreksi kenaikan atau penurunan nilai utang Transfer ke Daerah clan 

Dana Desa clan/ atau nilai utang Transfer ke Daerah clan Dana Desa yang 

diestimasi di Neraca clan beban transfer di LO. Sedangkan untuk koreksi 

terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah 

lebih salur tahun anggaran yang lalu atau penyesuaian nilai utang 

dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai utang Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa dan/ atau nilai utang Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa yang diestimasi di Neraca dan ekuitas di LPE. 
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BAB IV 

JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

A. JURNAL ANGGARAN 

Pencatatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah clan Dana Desa 

berdasarkan DIPA Transfer ke Daerah clan Dana Desa menggunakan 

jurnal single entry karena DIPA disusun berdasarkan basis kas, sebagai 

berikut: 

De bet: 6XXX,."O< Allotment Transfer ke Daerah dan Dana Desa xx,.-xxx 
·.· Kredit , ·  

B .  JURNAL KOMITMEN 

Komitmen pengeluaran pemerintah atas Beban anggaran Transfer 

ke Daerah clan Dana Desa terjadi pada saat KPA BUN Pen gelolaan 

Transfer ke Daerah clan Dana Desa menetapkan Surat Keputusan 

Penetapan Rincian Transfer ke Daerah clan Dana Desa (SKP-RTD) yang 

memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer 

dalam periode tertentu. UAKPA BUN mencatat transaksi komitmen yang 

terposting dalam buku besar akrual. Jurnal komitmen Transfer ke Daerah 

clan Dana Desa tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan 

Keuangan, melainkan untuk tuj uan manajemen anggaran. Jurnal 

komitmen Transfer ke Daerah clan Dana Desa diposting ke buku besar 

akrual sebagai berikut: 

D e  bet: 6XXXXX Beban Transfer 
Dana Desa 

ke Daerah clan XXX,.X,.'( 

Krtedit: . · 23 lX.X..� Dicadangkan untuk Komitmen :X,.'\:XXX 
I 
I Belanja 

'-"---"-'"��������������������������������----!,-

C. JURNAL REALISASI 

1 .  Pada saat adanya resume tagihan atas pengakuan Beban Transfer ke 

Daerah clan Dana Desa yang ditandai dengan terbitnya dokumen 

SPP/SPM Transfer ke Daerah clan Dana Desa oleh KPA BUN, terlebih 

dahulu dilakukan jurnal balik atas jurnal komitmen, clan dilanjutkan 

pencatatan jurnal resume tagihan yang diposting hanya ke dalam buku 

besar akrual clan berpengaruh pada penyajian Beban Transfer ke 

Daerah clan Dana Desa di Laporan Operasional sebagai berikut: 
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Debet: 6XXXXX. Behan Transfer ke D aerah dan D ana XX,,'C-'CX 
Desa 

Ki.edit: 2. 1 5/DLX 
. .  : . 

: Transfer ke Daerah . dan Dana Desa 
yang Masih Ha.rus Dibayar 

x�xxx 

2 .  UAKPA BUN mencatat realisasi pengeluaran Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa setelah menerima SP2 D yang diterbitkan oleh KPPN. Jurnal 

untuk mencatat transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

berdasarkan dokumen sumber SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa sebagai berikut: 

a. Pencatatan jurnal akrual oleh UAKPA BUN untuk Buku Besar 

Akrual: 

Debet: 2 1 5XXX Transfer ke Daera:h dan. D ana Desa yang XXXXX 
Masih Harns Dibayar 

. Kredit; 3 1 3XXtX Transaks:i. An tar En titas XJ()Q{,.X 

b. Pencatatan jurnal kas oleh UAKPA BUN pada buku besar kas yang 

berpengaruh pada penyajian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa di Laporan Realisasi Anggaran: 

Debet: 6XXXXX Transfer ke Daerah dan Dana Desa xxxxx 

Ktedit: 3 1 3XJLX · Transaksi Antar Entitas 

D. JURNAL PENGEMBALIAN TRANSFER 

1 .  Pengembalian tahun anggaran berjalan 

Pengembalian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 

anggaran berjalan merupakan pengurangan beban dan realisasi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun berjalan tersebut melalui 

potongan SPM/ SP2 D dan/ atau setoran ke rekening kas negara. Jurnal 

yang mencatat dan memposting akun untuk buku besar akrual dan 

buku besar kas sebagai berikut: 

a. Pencatatan jurnal akrual oleh UAKPA BUN pada buku besar akrual 

yang berpengaruh pada penyajian Beban Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa di Laporan Operasional: 

D ebet: .3 1 3XXX 
· K�edit: 6X.--XXXX 

. . I 

Transal'\:si An tar En titas 
Beban Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa 

xxxx.-x 

b. Pencatatan jurnal kas oleh UAKPA BUN pada buku besar kas yang 

berpengaruh pada penyajian Belanja Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa di Laporan Realisasi Anggaran: 
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Debet: 3 1 3XXX Transak:si Antar Entiltas xxxxx 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa xxx:xx 

2. Pengembalian tahun anggaran yang lalu 

Pengembalian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 

anggaran yang lalu merupakan pengembalian dana Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa atas realisasi penyaluran transfer tahun anggaran yang 

lalu yang dilakukan pengembaliannya pada tahun berikutnya melalui 

potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara. Atas 

transaksi pengembalian ini dicatat sebagai pendapatan negara bukan 

pajak lainnya di LRA, dan secara bersamaan dilakukan pencatatan 

yang sama di LO sebagai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada pos kegiatan non­

operasional lainnya. Selanjutnya, dalam hal penerimaan kembali 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu 

dimaksudkan untuk penyelesaian atas pengakuan Piutang Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa yang telah disajikan di Neraca, tidak ada 

penyajian penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada 

pos kegiatan non-operasional lainnya di LO yaitu dengan melakukan 

penyesuaian penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

pada piutang transfer. Jurnal yang mencatat dan memposting akun 

untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut: 

a. Jurnal kas pada buku besar kas atas pengembalian Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu di Laporan 

Realisasi Anggaran melalui potongan SPM/ SP2D dan/ atau setoran 

ke rekening kas negara: 

Debet: 3 1 3XXX Transaksi Antar En titas XXXXX 
Kriedit: ·

. 423XX.,.'t· Penedmaan Kembali Transfer ke :KX.t'CXX 
·· · } 

. 

Daerah dan Dana Desa TAYL 

De bet: 

b. Jurnal akrual pada buku besar akrual atas pengembalian Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu di Laporan 

Operasional melalui potongan SPM/ SP2D dan/ atau setoran ke 

rekening kas negara: 

3 1 3XL�X Transaksi Antar En titas XXXL�X 
·· :Kredit: Pened111aan KembaH Transfer ke XXXXX 

. ,  . ,  ' ... : ·: . . . ''. ' . >  Daerah. dan Dru1a Desa TAYL - LO 

c. Selanjutnya atas potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening 

kas negara pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
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dilakukan penyesuaian dengan menggunakan jurnal akrual pada 

buku besar akrual untuk mencatat penyelesaian piutang transfer di 

Neraca dan penyesuaian penerimaan kembali Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu di LO: 

Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa TAYL-LO 

�: 1 1 5XXX �g Transfer lsv� Daerah 4�. XXXXL"C 
. .  · Dana ,Pesa 

E. JURNAL PENYESUAIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

1 .  Jurnal Transaksi Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Dalam kegiatan transfer dana ke pemerintah daerah dapat 

dimungkinkan terjadinya kelebihan penyaluran yang mengakibatkan 

adanya hak untuk menagih sebesar kelebihan. H asil identifikasi 

kelebihan transfer yang belum dikembalikan atau belum dipotong atau 

belum diperhitungkan sampai dengan tahun anggaran berjalan 

ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur yang diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana 

desa sebagai dasar UAKPA BUN untuk mengakui adanya piutang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jurnal yang digunakan untuk 

piutang transfer diposting di buku besar akrual sebagai berikut: 

a. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pengakuan penetapan 

piutang lebih salur yang ditetapkan sebelum laporan keuangan 

tahunan diterbitkan dan setelah laporan keuangan tahunan 

diterbitkan: 

Debet: 1 1 5XXX* Piutang Transfer ke D aerah dan Dru1 a  XXX:XX 
Desa 

Kredit� · 6X.�X* · Behan Transfer ke Daerah dan Dana }L'G"'C.XX 
Desa 

Catatan* : jurnal dilakukan berdampak sesuai dengan periode 

laporan keuangan yang disusun. 

b. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pen gakuan 

diketahuinya piutang lebih salur secara estimasi sesuai hasil 

perhitungan dan rekonsiliasi: 

D ebet: 1 1  SXXX Piutang Transfer ke D aerah. dan Dana XXXX,.'( 
D esa - estimasi 

· I<red.it: , 6}L'X..t"{JL""{ . I . Bebru1 Transfer ke Daerah dan Dana x.x.:fu'LX 
;..,, · 

' · . , . .  Desa 
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c. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas koreksi lebih catat 

piutang transfer: 

Debet: 1 1  SXXX Piutang Transfer ke Daerah clan Dana XXXXX 
D esa / diestimasi 

Debet: 1 1 5XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana XXXX..."'\: 
Desa - estimasi 

Kredit: 39XL'CXX Koreksi Lainnya XXXX:X 

d. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas koreksi kurang catat 

piutang transfer: 

Debet: 39XXX.X Koreksi Lainnya XXXXX 
'Kredit; lJ 5.XX.X Piutang Transfer ke Daerah dan Dana :XXXXX 

Desa/ disetimasi 
Kriedit 1 1 5.XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX 

Desa - etimasi 

e. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pendefinitifan piutang 

- estimasi 

Debet: 1 1 5XXX* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana XX.,-XX,."X 
Desa 

K11edit: . 1 1  SX.XX* Piutang · Transfer ke Daerah da11 XXt'CXX 
, .  Dana Desa - estimasi . 

Catatan* : Setelah ditetapkan jumlah piutang lebih salur secara 

definif maka dilakukan reklasifikasi dari piutang estimasi menjadi 

piutang definitif. 

f. Jurnal pelunasan piutang lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana 

Des a 

1 )  Pelunasan piutang lebih salur atas transaksi transfer tahun 

berjalan di tahun berjalan melalui potongan SMP / SP2D dan/ atau 

setoran ke kas negara: 

L Jurnal untuk buku besar kas: 

Deb et: 3 1 3XXX Transaksi Antar Entitas 
Kredit: Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

ii. Jurnal untuk buku besar akrual: 

Debet: 3 1 3XX..'C 
.. Kted:i:t: 6XX.:'{XJ{ . 1 · • · . " ' f 

Transak:si Antar Entitas XXXX.."'{ 
Behan Transfer ke Daerah clan Dana 
Des a 

XXt'<XX 

XXK.z'OC 

111 . Jurnal penyesuaian pelunasan piutang untuk buku besar akrual: 

Debet: 6XX,-"XX.,.X Beban Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX 
Desa 

, Krledit: 1 1  SXXX . 
' , i ·  . ·  

Piutang Tr.rum-fer ke Daerah dan Dru1a 
Desa 
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2 )  Pelunasan piutang lebih salur atas transaksi transfer tahun 

anggaran yang lalu di tahun berj alan melalui potongan SMP / SP2 D 

dan/ atau setoran ke kas negara: 

i .  Jurnal untuk buku besar kas: 

Debet 3 1 3XXX Transaksi Anta:r Entitas xxxx,x 
Kredit:·. 423.XXX Pene:rin1aan: Kembali Transfer 

. Daerah dan Dana Desa TAYL 
ke " 

11 . Jurnal untuk buku besar akrual: 

De bet: 3 l 3XXX Transaksi An tar Entitas XXXXX 
.Kr1ec1it: A23XXX. _ ,  ,. Penedmaan . Kembali · Transfer ke X..'O<XX 
> + , · · , ;· . ·· . Daerah dan Dana Desa TAYL 

iii. Jurnal penyesuaian pelunasan piutang untuk buku besai:: akrual: 

Debet: 423XXX Penerimaan Kembali Transfer ke Daer.ah X.XXXX 
dan Dana Desa TAYL 

.Kredit: · 1 1 5Xt� . .  Piutang Transfer ke Daerah dan Dana X,,"(XXX 
1 Desa · 

2 .  Jurnal Transaksi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Dalam kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat terjadi 

kurang penyaluran yang mengakibatkan adanya kewajiban transfer 

pemerintah pusat sebesar kekurangannya. Identifikasi adanya 

kekurangan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dar�a Desa 

dilakukan melalui proses perhitungan realisasi, konfirmasi dan 

rekonsiliasi, yang selanj utnya ditetapkan dalam dokumen penetapan 

kurang salur yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. 

Atas pengakuan tersebut, j urnal diposting ke dalam Buku Besar Akrual 

dan berpengaruh pada penyaj ian Beban Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa di Laporan Operasional dan utang Transfer di Neraca sebagai 

berikut: 

a. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pengakuan penetapan 

utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan penetapan 

kurang salur transfer: 

Debet: 6XXXX,.'{ Beban Transfer ke Daerah dan D ana XXXXX 
Des a 

Kredit: •. 2 1  SXXX · . . Utang Trarisfer X..'LXXX 

b. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pengakuan 

diketahuinya utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 

diestimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi: 
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Debet: 6XXXXX Behan Transfer ke Daerah dan Dana XXX:XX 
D esa 

Kr1edit: 2 1 5XXX U tang Transfer - ,esti.masi xxxxx 

c. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas koreksi kurang catat 

utang transfer ke Daerah dan Dana Desa: 

Debet: 3 9XX.X.1"\: Koreksi Lainnya xxxxx 
K:tiedit� 2_1 SX..XX Utang Transfer xxxxx 

d. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas koreksi lebih catat 

utang transfer ke Daerah dan Dana Desa: 

Debet:  2 1 5XXX Utang Transfer 
, Kr1edit 39XXX;'t· · Koreksi Lainnya 

e. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pendefinitifan Utang -

estimasi 

D ebet: 2 1 5.X.,'G"{* Utang Transfer - estimasi 
K!1edit: 2 1 5XXX* Utang Transfer 

xxxx..-x 

Catatan: * Setelah ditetapkan jumlah utang kurang salur secara 

definitif, maka dilakukan reklasifikasi dari utang estimasi menjadi 

utang definitif. 

f. Jurnal pelunasan utang kurang salur Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa 

1 )  Pelunasan utang kurang salur atas tansaksi transfer dilakukan 

dengan penerbitan SPM/SP2 D yang membebani reken ing kas 

umum negara: 

i .  Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas resume tagihan: 

Debet: 6XXXXX Beban Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX 
Desa 

!(red.it� ·· 2 1 5XX.X Transfer ke Daerah dan Dana 
· 

· Desa yang Masih Harns Dibayar 

11 . Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas SPM/SP2 D: 

Debet: 2 1 5XXX Transfer ke Daerah dan Dana Desa XXXXX 
yang Masih Harns Dibayar 

xxxx,x 

. K:iedit: 3 1 3XXX Transaksi An tar Entitas XXXXX 

iii. Jurnal kas untuk buku besar kas atas SPM/SP2D: 

Debet: 6XXXXX Transfer ke Daerah dan Dana D esa xxxxx 
K:redit · 3 1 3XJL.'t Transaksi Antar Entitas 

2 )  Jurnal penyesuaian pelunasan utang untuk buku besar akr;.ial: 

Debet: 2 1 5XXX Utang Transfer 
· Beban Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa 

xxxxx 
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3 .  H asil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa dalam pos Kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian 

utangnya lebih dari 1 2  (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, 

dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang Transfer ke 

Daerah dan Daria Desa Jangka Panjang dalam pos Kewajiban Jangka 

Panjang dan diposting pada Buku Besar Akrual sebagai berikut: 

Debet: 2 1 5.X.,.�'( Utang Transfer Xt'G'G'C\ 
Krredit: , '.22(.\XXX , Utang Transfer ke Daerah dan Dana X,.'{XXX , . · : f •••· · , Desa - '.Jangka Panjang 

4 . Sebaliknya apabila hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa Jangka Panj ang terdapat rencana 

penyelesaian utangnya kurang dari 1 2  (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa pos Kewajiban Jangka Pendek dan 

diposting pada Buku Besar Akrual sebagai berikut: 

De bet: 22X:XX.,.'{ Utang Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX 
Desa - Jangka Panjang 

Krtedit: · 2 1.X:X ... � ' . l . Utan.g Transfer 

F. TRANSAKSI JURNAL PENUTUP TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Jurnal penutup Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan pada 

saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir periode pelaporan 

keuangan. Jurnal penutup yang digunakan untuk buku besar akrual, 

sebagai berikut: 

1 .  Jurnal Penutup Pendapatan/Pendapatan - LO 

a. Buku besar akrual untuk mencatat penutupan Pendapatan- LO ke 

Surplus/Defisit- LO 

Debet: 423XX){ Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa TAYL-LO 

N(redft: · 39 1XXt'X . Surplus/Defisit-LO 

XXXX.-"'< 

xxxxx 

b. Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam 

buku besar kas pada UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa. 
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2 .  Jurnal penutup Beban Transfer ke Daerah clan Dana Desa 

a. Buku besar akrual untuk mencatat penutupan Beban ke 

Surplus/ Defisit-LO: 

Debet: 39 1XXX Surplus/Defisit-LO X.,XXX."{ 
Kredit: · 6XXX.'"'<X Be ban Transfer ke Daerah dan Dana XX&�X 

Desa · 

b. Buku Besar Kas untuk mencatat penutupan Transfer ke 

Surplus/ Defisit-LRA: 

Debet: XXXXX:.-'X Surp1us/ Defisit-LRA XXXXX 
Kredit: · 6XXXX.,.� · Transfer ke Daerah dan Dana Desa XJL'GXX 

3 .  Jurnal Penutup Surplus/Defisit LO 

a. Buku besar akrual Surplus LO untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA: 

De bet: 
KrJedit: 

3 9  lXXX Surplus/ Defisit-LO 
391XXr"'I\. Ekuitas 

xxxxx 

b. Buku besar akrual Defisit LO untuk ditutup ke SiLPA/ SiKPA: 

Deb et: 39 l XXX Ekuitas xxxxx 
Kredit: 39 1XXX · Surplus/Defi.sit-LO xxxxx 

4 .  Jurnal Penutup Surplus/Defisit LRA 

a. Buku besar kas Surplus LRA untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA: 

Debet: XXXXXX Surplus/Defisit-LRA xxxxx 
· Kr,edit: .... 3:XXXXX SiLPA/ SiKPA 

b. Buku Besar Kas Defisit LRA untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA: 

De bet: 3XXXXX SiLPA/SiKPA xxxxx 
Kr1edit: :XX.-'XX'CX.- . Surplus/Defisit-LRA 
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BAB V 

LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

A. LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 

suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode 

pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta 

hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis 

dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan 

akuntabilitas, manaJ emen, transparansi, dan keseimbangan antar 

generasi . 

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan 

umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan 

khusus pemakainya. Laporan keuangan untuk tuj uan umum adalah 

laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan BA BUN 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Sistem Akuntansi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa menggunakan Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 1  Tahun 20 1 0 .  

Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, UAKPA 

BUN dimungkinkan untuk menghasilkan laporan manajerial dalam 

rangka transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Laporan manajerial dimaksud dapat berupa Laporan/Catatan/Buku 

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Laporan/Catatan/Buku 

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 

SATD menghasilkan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa yang terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ; 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO) ; 
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d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ; dan 

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) . 

Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPBUN periode semesteran 

dan tahunan dilampiri "Pernyataan Tanggung Jawab" . Format pernyataan 

tanggung jawab tingkat UAKPA BUN dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Pernyataan Tan ggung Jawab 

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana D esa yang terdi.ri dad (a) Laporan ReaJ.isasi Anggaran, (b} Laporan 
Operasional1 (c} Laporan Perubah an Ek-uitas, (d} Neraca, dan (e} Cata.tan atas 
Laporan Keuangan periode S emester/ Tahun Anggaran XXXX sebagaimana 
tedan1pir 1uerupakan tanggung jawab kam:i.. 

(paragrri.f penjela.san - u ntuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskcm 
te.rkcdt dengan hal yang khusus dalarn pe nyusunan laporan keuangan) 

Laporan Keuangan tersebut telah. disu.sun berdasarkan sistem 
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi 
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta Iayak sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerin tahan . 

Tempat, TanggaJ. 
KPA BA B U N  Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa, 

Tanda tangan 

Format pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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Pernyataan Tanggu.ng J av.rah 

Laporan Keuangan Direktorat J endera1 Perimbangan Keuangan selaku 
UAPBUN Pengelolaan Transfer k:e Daerah dan Dana Desa yang terdiri dari (a} 
Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional , .j'c) Laporan Perubahan 
Ekuitas� (d} Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 
Semester /Tahun Anggaran XXXX sebagaiman a terlampir rnerupakan 
tanggung jawab kan1i. 

{paragraf perrjela.san - untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskcm 
teikait dengan haJ yan.g khusus dakmi penyusunan lctporan keuangan) 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengenda1ian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan i.nformasi 
pelak:sanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan . 

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Tempat� Tangga1 
PPA BA BUN Transfer 
ke Daerah da--i. Dana 
Desa, 

Tanda tangan 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan 

basis kas yaitu adanya kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk 

keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening 

kas umum negara. Berikut ilustrasi ringkasan pos-pos LRA: 
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:IL.APOIR'.}'.J.i:N' :REA.LISA.SI ANG<GAAAN 
BA :BUN P.ENG'ELO:LAA:N TRANS:F.E:R :KE DAERAH 'DJU·� DANA :DESA 
Ut:{TTJK TAHLTN AN'GGA.RAN YANG BJE.AAKHIR 5 1 .DES,ENfBEH: .2iJX 1 

:Bdi, 

B·. :J 
.1::::1>.2 .1 

B.2 .IL l 
:t:li.: �Lll. l .�� 

.t:r . .  2 . f[. :it . •  •<::: 

J::k:J . .u . :..::: . .a. 

B·.:2 .IL..:i 
.l:L:.O:: .il . .;:; . .a, 

.El• .3 .l 

D. Neraca 

Jf'.t.Ji\IDAPfi'fii.l\l l1�J:.1'..:iU'"..A 
DJ!!(l!l HIB.Afi 

P•!!ilex:u:r�•"Jl .!'4 e;g-�� 
:Buk:�i P�jdz: 

JUJ.1o'1.Liltt .!:"''"'" �-"'.:>'ATrt.N 
D.AI•r HIB'.A.'H jA. l + A.2) 

BeL=n.J;�Pen-.. !!Dil.U!Ji 
Pu;;:.:.t 

·:rr�;:f!!r J:ti!! D�:r.m ii�::i 
D:u�.De;;;:�. 

ua:na Litonomu.tLl'lu.:sLl.5. 
dc.m .Pi':n.£.ii::sua:icm 

•• H.JA'IJ..ii.H -�·.::._:_ ,.:...!!i!JA 
l�EGJlljRA. [.EU. + :B .. IIJ 

.l:".1:.;,r,11ttiJA.t ·1t.n.N • 1.11.1 .... ,,� 
NEGEF.:.I 

.I:" .t.:SJi£Ell.AY .PtA.N LU A.I:< 
l�E>GER1 

R.·!!�l.t.e!i:l 
di At!:!i>.: 
lb;!'.o'l.V·=ili) 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos­

pos yang ada dalam neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang 

berhubungan dengan kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 

diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA 
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BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat digambarkan 

se bagai berikut. 

NERACA 
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERl\H DAN DANA DES.!�. 

PER 3 1  DESEMBER 2 0X1 

JUiv'.ILAH KENAIKAN I (PENURUNAN) 
NO 

C. 1 
C. L l  
C .  L l. 1 
C. L l. 2  

C . 2  

C. 3 
B.. 3 . 1 

CA 

URAIAN 

ASET 
Aset Lancar 
Piutang 
Piutang Bukan Paj ak 
Piutang Lain-lain 

Jumiah Aset La.near 
Aset Tetap 

Jum1ah Aset Tetap 
Jumlah Aset 

KEWAJlBAN 
Ke\�rajihan J angka Pendek 
Utang Transfer 

Jurnlah Kewaj iban 
Ekuitas 

Jurnlah Kewajiban dan 
Eh.Ltitas 

E. Laporan Operasional 

20x 1  20x0 JUMLAH 

)C\.,"'{X xxxx XJ'\..� 
xxxx xxxx xxxx 
xxxx :XX:..."X xx..� 

xxxx :x:A..-XX :x:A..""C< 
JOL-XX :xx.xx XX.'OC 
XX.">G< XA.-XX XA.-XX 

)C\.,"'{X ]{k'>;X :xx.� 
X.XX.'l: XA..""'CX :XX,'"'I.,."'<. 
XX,"'-.,"'{ :xxxx. :x:A,'Y,...."'{ 
XA."X..'C xxx:x ::o..� 
:xxx--x:. xxxx XX,"'{X 

% 

XA.."l:X 
XA.."'iX 
;.;:xxx 

xx:;-;:x 
:x.x:x:;-r 
X1\XX. 

:;.,�::X:XJf 
xxxx 
.x:::.,c-;:x· 
xxx:x 
:xxxx 

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur laporan 

keuangan yang menyediakan informasi mengena1 seluruh kegiatan 

operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin 

dalam pendapatan-LO, be ban, dan surplus/ defisit operasional. Disamping 

melaporkan kegiatan operasional, LO JUga melaporkan transaksi 

keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang 

merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. 

Ilustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut: 
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:LAPOif?Jl ... N 01?,E'�.'.ii'.!..SIONAL 
:BA BUN :PENG:ELOL!\A.£\f TRJU'fSFE:R 'KE DAERA.H DAN iLANA D.E.SA 

LTL'�Tt.rK P,ERliODE YANG :SER/Hf..HIR SAritIPA[ D:ENG.!! .. N ,3 1 DES.E.MBER ,2:0X 1 

F. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau 

unsur Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

ekuitas awal, surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi­

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar­

entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA 

BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai 

berikut: 
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
BA BUN PENGELOU\AN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

UNTUK PERI ODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1  DE SEMBER 20X l  

K l  EKUITAS A\VAL 
E .. 2 SURPLUS/DEFlSIT - LO 
E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHl\.N 

KEBIJAK..t\.N AKUNTANSl/ KESALAHA.N 
MENDASAR 

E.3. 1 Koceksi Nilai Pernediaan 
E.3 .2  S e1isih Revaluasi As et Tetap 
E.3 . 3  Kornksi Nilai Aset Tetap Non Reva1uasi 
E. 3 .4 Lain-lain 
EA TRAN SAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEq 
E.5 KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS 
E.6 EKUITAS AKHIR 

G. Cata tan atas Laporan Keuangan 

xxxx 

xxx 

xxx 

xxx ... -x 
xxxxx 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penj elasan naratif 

atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. 

CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan 

dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara waJ ar, misalnya 

komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa. 

CaLK BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengungkapkan 

informasi antara lain: 

a. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disaj ikan pada LRA; 

b. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disaj ikan pada 

Neraca; 

c. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LO; 

d. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LPE; 

e. Penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan 

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

f. Jumlah saldo piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan 

jenis dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 

g. Jumlah saldo utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan 

jenis dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan periode tahun 

tunggakan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
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Ilustrasi format struktur CaLK entitas Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut: 

Catatm11. at:as: I..a.pD.1'BJ:1l KetlaJ:1if:'al1 
A. P·e:t11Jelasan Um.um 

A. 1 .  Das,.s.r HukLm1 
JL2. PnJfil da:n Kebijakan TekJ:uh 
A.Ji. Pe:n:d'ekatau Pe11:;usunmu Lapor.an Keu .. ar•§E.11: 
1L4. Kebijakan PJ>;:untar. si 

8. PeiiJelas:sn at.as; Pi.ls.-po..s Lap:n«s.n Reali>asi Jl..i-;;gg�an . 
.8. 1 . . P.endaps.t811 Negara dan Bibah 
8.:2'. Belaliija :Negara 

C. P.enj·elas;,31-;; ats.s Pos-p11s; rife:ra::::.a 
C .. 1 .  Aset La:r::eSJ:· 

C.::!:. Aset 'Tetap 
C.3. Pi:uta:i:1g J�ar.gka Pm1:ja:ng 
CAL As;et Lair�:tuy.a 
C.S. Kew.ajibar. Janglr..a Pendek 
CJ}._ &kuits.r,;; 

D. P.enj·ela� ata.s; P·ai::;-pos L.apma:n Operasiona.l 
D . .1 . f\e:nd'apatan Op·a·asi•ana.l 
D�2:. Behan Operas.:kma.l 
D.3. Su:rpl:u.s;/Defisit Kegj..9.ta:t11 :N;r.m Ope:rs.simii.a.l 
DA. Surplu:;;/Defisit Flo.:;; Lua:r :Bias.a 

E. Pe:trj•ela?;;au atas P.o s;-pas: 1..aporm11 Pe:rubs.han Ehuitas: 
K 1 .  Su:rplus;/Defisit LO 
E:.:2�. Dan1::pak Kunmlatif Pe:rubah&ii Kebijalr.an A.kuntan si/Kesalabar.i 

1Vle1das.9.f 
E..3. T1·m11:�fil ari:ta:r E:t'l:titas 

F". Pengung"Jr..apan Patting La.i.rmya 
.F. 1 .  Kajadian -:Ke;jadian Peuting S·etels.h Tar�ggal Nerac9. 
F.S.. Pa1gµu:glr.apa:n Lain-Lain 
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BAB VI 

ILUSTRASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN 

AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

A. ILUSTRASI 1 :  TRANSAKSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA 

DESA 

Satker BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 9 9 9 . 05 )  

mempunyai Neraca awal sebagai berikut: 

NERACA 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAEP..AH DAN DANA DESA 

tl per 0 1  Janua.ri 2 0Xl 
Aset Rp 
Piutang 
Piuta.ng Transfer-DAU 200 
Piutang Transfer Diestimasi 0 

Total Aset 200 
Kewajiban 
Utang Transfer- DAU 1 00 
Utang Transfer Diestimasi 0 

Total Kewajiban 1 00 
Ekuitas 1 00 
Total Ke\•tajiban dan Ekuitas 200 

Pada awal bulan Januari tahun 20X l  memperoleh DIPA Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa dengan total nilai pagu tahun anggaran 2 0X l  

sebesar Rpl 0 . 000.  Pagu untuk transfer DAU sebesar Rp6. 000 .  

S elanjutnya pada tanggal 2 Januari 20X l dilakukan penyaluran DAU 

bulan Januari ke pemerintah daerah dengan diterbitkan resume tagihan 

berupa SPP/SPM sebesar Rp500 dan diikuti dengan terbitnya SP2D oleh 

KPPN. 

Atas transaksi realisasi DAU tersebut jurnal yang digunakan untuk 

pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai 

berikut: 

1 .  Komitmen Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

: Buku Besa:r .Akrual Db Kr Ket 
6XXA.."DC Beban Dana 500 

Alokasi Umum -23x;�----------n1c.:ad.a:11g-i<-aii----------------500---------
untuk 
Komitmen 
Belanja 

Buh.'U Besar Kas Db Kr Ket 

,-
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2 .  Jurnal Balik Komitmen Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada saat 

pengajuan SPP DAU 

BukLI Besar Akrual 
23xxxx Dicadangkan 

untuk K01:nitmen 
Belanja 

Db Kr Ket Buku Besar Kas 
500 

�-t5���-----------13:9°1)El"il[)-a.!iii 
_________________ 

"S"()(J 
_______ _ 

Alokasi 
Un1u111 

Db Kr Ket 

3 .  Jurnal resume tagihan sesuai SPP / SPM Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa: 

Buku BesarAkrual 
Behan Dana 

Db Kr Ket 
500 LO 

Alokasi Umum -::nxxxx-----------Tran"Sre-r:-.oaiia--------------soo�----r.ri=c�-

Perin.1bangan 
yang Masih 
Harus 
Dibayar 

Buku Besar Kas Db Kr Ket 

4 .  Jurnal realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai SP2D 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

, Buku Besar Akrual Db Kr Ket Bulm Besar Kas 
2 1xxxx Transfer Dana 500 Nrc 62:x:x.-..;:;.;: DAU 

Perimbangan 
yang Masih 
Harus 
Dibayar 

Db Kr 
500 

Ket 
LR.A 

-3I3xxx:--------'f ians-aksT _______________ soo ___ i:P-E- --313;;xx-------1F.ra:11s-iiksT _______________ soo--TPE-
Antar .i.\ntar 
En:titas Entitas 

5 . Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas 

transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut: 
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LAPORAN REAUSASI ANGGARAN 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA D ESA 

El Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 3 1  Desember 2 0X 1 

Uraian Pagu Realisasi Pengembalian 

{ l } 
PENDAPATAN 
NEGARA DAN 
HI BAH 
PENERIMAt\N 
NEGARA 

TRANSFER 

Cata.tan: 

(2} (3} (4} 

0 

1 0 .000 *500 0 

Realisasi ReaH.sasi 
s .d .  Sa.at di Atas 

1n1 (bawah} 
Anggaran 

(5} = (3-4) (6}  = (2-5} 

500 (9 .SOOJ 

*Rea1isasi DAU yang telah dibayarkan sebesar Rp500 

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi 

realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut: 

LAPORAN OPERASIONAL 
BAGIAN AN GGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

if.I Un.tuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1  D esember 2 0X l  
URALJ\N JUMLAH 

KEGI.l\TAN OPERASIONAL 
PNBP Lainnya 

Jumlah Pendapatan Operasional 
1--���������������������----i1--�� - �  BEBAN OPERASIONAL 

Behan Transfer ke Daerah dan Dana D esa *5 0 0  
Beban Penyisihan Piutang Tidal{ tertagih 0 
Jumlah Beban O perasional 500 
Surplus/Defi.sit dari Kegiatan Operasional (500) 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 
Surp1us/ D efi.sit Pelepasan Aset Non Lancar 0 
Surplus / D efi.sit d.ari _ Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 
Surplus / D efi.sit d.ari Pos Luar Biasa 0 
SURPLUS/DEFISIT- LO {500) 

Cata.tan : 
*Realisasi DAU yang telah dibayarkan sebesar Rp500 

7 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut: 
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
BAGIAN AN GGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

8 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai D enga.n 3 1 D esember 2 0X l 

URALAN JUMLAH 
EKUITAS AWAL 
SURPLUS / DEFISIT - LO 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 

Koreksi N Hai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Teta.p 
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Reval.uasi 
Lain-lain 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KELJ 
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 
EKUlTAS AKHIR 

Cata tan: 
"'Transaksi an tar entitas untuk pembayaran DAU sebesar RpS OO 

1 00 
(500} 

0 

0 
0 
0 
0 

*500 
0 

1 00 

8 . Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebagai berikut: 

NERACA 
BAGLA.N ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

[fl per 3 1  Desemher 20X l 
Aset Rp 
Piuta.ng 
Piutang Transfer-DAU 200 
Piutang Transfer Diestimasi 0 

Total. Aset 200 
Kewajiban 
Utang Transfer-DAU 1 00 
Utang Transfer Diestimasi 0 

Total:. Kewajiban 1 0 0  
Ekuitas 1 00 
Total Kewajiban dan Ekuitas 200 

B. ILUSTRASI 2:  TRANSAKSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA 

DESA DE.NGAN ADANYA POTO.NGAN DAN PENGEMBALIAN 

Pada bulan Nopember tahun anggaran yang lalu (20XO) telah diterbitkan 

peraturan menteri keuangan mengenai penetapan alokasi lebih salur 

transfer Dana Alokasi Umum (DAU) selama triwulan IV tahun 2 0XO 

sebesar Rp200 .  Lebih salur DAU tahun 20XO sebesar Rp200 tersebut akan 

diperhitungkan melalui potongan pada saat penyaluran DAU bulan April 

2 0X l  sebesar Rp500 .  
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Selain itu juga telah diterbitkan PMK mengenai penetapan alokasi lebih 

bayar transfer DAU selama Triwulan I 20X l  sebesar Rpl OO.  Pengembalian 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas lebih salur DAU tahun anggaran 

berjalan akan disetor oleh Pemerintah Daerah ke rekening kas negara 

dengan dokumen setoran penerimaan Negara pada bulan Desember 20X l . 

Atas transaksi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut 

jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di 

Laporan Keuangan sebagai berikut: 

1 .  Jurnal pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas realisasi 

penyaluran transfer tahun anggaran yang lalu (20XO) sebesar Rp1 50 

yang dipotong dari penyaluran DAU bulan April 20X l sebesar Rp500 :  

a .  Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM DAU sebesar Rp500:  

Buku Besar Akrual Db Kr Ket Buh.l.1 Besar Kas Db ']er Ket 
6xxxxx Behan Dana 

Alokasi U mun1 
500 LO 

'.2:1�;::x::x:----------'f r--a.!1.--s£e-r:-i5"arh.�--------------5(}()----�z:e:--
Perimbangan 
yang Mi asih 
Harus 
Dibayar 

b. Jurnal realisasi DAU sesuai SPM/SP2D: 

Buk"L:t Besar Akrua1 Db Kr 
2 lxxxx Transfer Dana 500 

Perin1bangan 
yang Masih 
Harus Dihayar 

Ket Buh.'"1.:t Besar Kas Db Kr 
N.rc 62.xxx.-x: Dana Alokasi 500 

Unn.1n1 

Ket 
LRA 

-�nsXX:X ________ 'frafis�ai<s1---------------soo ___ :t:P"E- -3i3m _______ "Trar1sak"sr-------------555---r:PE"-
Antar An tar 
En tit as Entitas 

c. Jurnal realisasi penerimaan dari potongan SPM/SP2D: 

BU:k""1..1 Besar Akrua1 
3 13xxx. Transaksi 

An.tar Entitas 

Db Kr Ket Buku Besar Kas 
1 50 LPE 3 1 3xx.--x: Transaksi 

Antar Entitas 

Db Kr 
1 50 

. Ket 
LPE 

-4239_xx-------i:>e1i8t=Iiiia-a11------------150---T0-- -42-3"9Xii _______ J>e1:;ez.Tiiifiltli-----------:t:so ___ TRA.�--
Ke1n haJ i Ken-ibali 
Transfer ke Transfer ke 
Daerah dan Daerah dan 
Dana Desa 
TAYL 

Dana Desa 
TAYL 
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d. Jurnal penyesuaian untuk penyelesaian piutang atas lebih salur 

DAU tahun anggaran yang lalu atas potongan SPM/SP2 D: 

Buku Besar A.krual · Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
42�39xx Penerimaan 150 LPE 

Kembaii 
Transfer ke 
Daerah dan 
Dana Desa 
TAYL -1-1xx;L�--------p-;,u-iai1-g------------------rn0----i0-

Transfer 

2. Jurnal pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas realisasi 

penyaluran transfer tahun anggaran berjalan (20X l )  sebesar Rpl OO 

sesuai dokumen setoran penerimaan negara atau yang dipersamakan: 

Buku Besar Akrual 
3 1 3.xxx. Transaksi 

An tar 
.Entitas 

Db Kr 
100 

Ket Buku Besar Kas 
LPE 3 13.xxx Transaksi 

An tar 
Entitas 

Db Kr 
1 00 

Ket 
LPE 

-6xx;<:cr---------13:eiJa11--------------------i-oiY----:e0-- -5;�--------D"A"u-----------------------100----I.:t�:x­

nAu 

3 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas 

transaksi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai 

berikut: 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
BAGI.AN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA D ESA 

El Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember 20X l 

U raian Pagu. Realisasi Pengembalian 

( 1 )  
PENDAPATAN 
NEGARA DAN 
HI BAH 
PENERHVIAAN 
NEGARA 

TRANS FER 

Catatan: 

(2 ) (3) 

0 * 1 50 

1 0 .000 ** l . 0 0 0  

(4} 

*** 1 00 

Rea.Hsasi Realisasi 
s .d.  S a.at di Atas 

ini (bawah} 

Anggaran 

(5) = (3-4} (6} = (2-5) 

1 5 0 1 50 

9 0 0  (9 . 1 00} 

*PengembaJ.ian DAU tahun anggaran yang lalu Rp 1 5 0 
**'Realisasi DAU sebelumnya Rp500 dan realisasi bulan April 20X l Rp500 
***Pengembalian DAU tahun anggaran berjalan Rpl OO 
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4 . Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi 

pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut: 

LAPORAN OPERASIONAL 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Untuk Periode Yang B erakhir Sampai D enga.n 3 1  Desember 20X l 
URAIAN JUMLAH 

KEGLl\TAN OPERASIONAL 
PNBP Lainnya 
. . .  

Jumlah Pendapatan Operasional 
BEBAN OPERASIONAL 

. . .  

Behan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. *900 
Behan Penyisfuan Piutang Tidal<: tertagih 0 
Jumlah B ehan Operasional 900 
Surplus/ Defisit da.ri Kegiatan Operasional {900} 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 
Surplus/ D efisit Pelepasan Aset Non Lan car 0 
Surplus/ Defisi t dari Kegiatan Non Operasional Lainnya **O 
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa 0 
SURPLUS /DEFISIT - LO (900) 

Cata.tan : 
*Realisasi DAU Rp l .000 dikurangi pengembalian transfer TAB Rp l OO 
**Pendapatan atas pengembalian trrurnfer T AYL Rp 1 50 dan dilakukan 
penyesuaian kurang untuk pellunasan piutru1g = RpO 

5 . Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

transaksi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai 

berikut: 

LAPORAN PERUBAHAN EKUlTAS 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRl:\NSFER KE DAERf\H DAN DANA DESA 

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember 20X l 
URAIAN JUMLAH 

EKUITAS AWAL 1 00 

SURPLU S / DEFISIT - LO (900} 

DAMPAK KUiVIULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0 
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 

--

Koreksi Nilai Persediaan 0 
SeH.sih Revaluasi Aset Tetap 0 
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 
Lain-lain 0 

TRANSAKSI ANTAR .ENTITAS (DEL/KEL) *75 0  
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS ( 150) 
EKUITAS AKHIR {50) 

Cata tan: 
. *Transal<:si antar entitas sebelumnya Rp500 diku_rangi pengembaHan 

transfer TAB Rp 1 00 ditambah realisasi DAU Rp500 dikurangi dengan 
potongan pengembalian TAYL Rp 1 50 = Rp750 
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6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengembalian 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut: 

NER..ACA 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANS.FER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Ff per 3 1  Desember 2 0X l 
Aset 
Piutang 
P:i.utang Transfer DAU 
Piutang Tran sfer Diesti:tnasi 

Total Aset 

Kewajiban 
Utang Tran.sfer DAU 
Utang Transfer Diestirmasi 

Total Kewajiban 
Ekuitas 
Total KewaH.ban dan Ekuitas 

Rp 

s o  
0 

5 0  

1 0 0 
0 

1 0 0  
(SO) 

5 0  
J 

C. ILUSTRASI 3 :  TRANSAKSI PENGAKUAN PIUTANG, DAN PENYELESAIAN 

PIUTANG LEBIH SALUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

1 .  Pada 30  April 20X l diketahui lebih salur transfer ke daerah dan dana 

desa tahun anggaran 20X l berupa DAU sesuai dengan hasil verifikasi 

dan rekonsiliasi penyaluran sebesar Rp. 200,  dan belum ditetapkan 

dalam peraturan menteri keuangan mengenai lebih salur transfer ke 

daerah dan dana desa. Jurnal akrual untuk buku besar akrual pada 

laporan keuangan 20X l  sebagai berikut: 

Buhl Besar Akrual 
1 lxxxx Piutang 

Transfer 
Estimasi 

Db Kr 
200 

Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
Nrc 

-6x.�---------"Efe1)ati0Aff _____________ 2oo ___ T)5-- --------------------- -
--

-
-

-
------ -

------
-
--

-
--

---- - -
-----

-
-

-

2. Pada 1 Juli 20X l terhadap piutang transfer - estimasi hasil verifikasi 

dan rekonsiliasi penyaluran sebesar Rp. 200 dilakukan penetapan 

dalam peraturan menteri keuangan mengenai lebih salur transfer ke 

daerah dan dana desa tahun 20X l . Jurnal akrual untuk buku besar 

akrual pada laporan keuangan 20X l digunakan untuk mendefinitifkan 

piutang lebih salur transfer ke daerah dan dana desa sebagai berikut: 
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Dh Kr Ket Buku Besar Kas 
200 Nrc 

Db Kr Ket 

T1x;..,.;:x----------p1�iiaiig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2oo _ _ _  r.Tic-- ------------------------------------------------------------
Transfer -

Estimasi 

3 .  Pada 1 Oktober 20X l  dilakukan penyelesaian piutang lebih salur 

transfer oleh pemerintah daerah melalui setoran ke rekening kas 

negara sebesar Rp1 25 dan sisanya pada 5 Januari 20X2 . Jurnal akrual 

dan jurnal kas untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai 

berikut: 

a. Jurnal untuk realisasi atas setoran ke rekening kas negara pada 1 

Oktober 20X l  sebesar Rp1 2 5  pada laporan keuangan 20X l :  

Buk"u Besar Akrual Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
3 13XA..'""'C Transaksi 125  LPE 313JC1....-x Transaksi 125· LPE 

An tar 
Entitas 

An tar 
Entitas -6x;..�..u:--------Beba-11--------------------y25�----c0-- -5m,:;c--------DAlf _____________________ T25 _ _ _  TRA-

DAU 

b. Jurnal untuk realisasi atas setoran ke rekening kas negara pada 5 

Januari 2 0X2 sebesar Rp75 pada laporan keuangan 20X2: 

Buku Besar Akmal Db Kr 
313xxx Transaksi 7 5 

Antar Entitas 

Ket Buh."U Besar Kas Db Kr 
LPE 3 1 3:xxx Transaksi 75 

Antar Entitas 

Ket 
LPE 

4239.xx--------:Pe11e-r:I111Mt1---------------75---T0- -4239Xi ________ .Pen:e-r1maan---------------75---cRA:-
Kem ba1i Kem.bali 
Transfer ke Transfer ke 
Daerah dan 
Dana Desa 
TAYL 

Daerah dan 
Dana Desa 
TAYL 

c.  Jurnal penyesuaian untuk piutang atas lebih salur DAU pada 

laporan keuangan 20X l :  

Buku Besar Akrual Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
6xxxxx Beban DAU 1 2 5  LPE 

-1-1xx.�- - - - - - - -PJ.'litang------------------E�-5----T0-- ---------------------------- -------------------------------------

Transfer 

d. Jurnal penyesuaian untuk piutang atas lebih salur DAU pada 

laporan keuangan 20X2 : 
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Buku Besar Akrua1 Db Kr Ket 
4239xx Penerimaan 7 5 LPE 

KembaU: 
Transfer ke 
Daerah dan 
Dana Desa 
TAYL 

Buku Besar Kas Db Kr Ket 

-1�imi ________ Pritta11g--------------------7-s-----Lc,--- -----------------------------------------------------------------
Transfer 

4 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas 

transaksi pengakuan piutang transfer DAU pada semester I tahun 2 0X l  

sebagai berikut: 

LAPORAN REALISASJ ANGGARAN 
BAGLl\N ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA D ESA 

'.l Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 3 0  Juni 20X1 

Uraian Pagu Realisasi Penge1nbalian 

( 1 }  
PEND APA TAN 
NEGARA DAN 
HJ BAH 
PENERIMA.AN 
NEGARA 

TRANSFER 

(2} 

0 

1 0 .000 

( '") .J . (4} 

1 50 

1 .000 1 0 0 

Real:isasi Realisasi 
s .d.  Saat di Atas 

1nl!. (bawah} 
Anggarru1. 

.(5} = (3-4) (6) = (2-5 } 

1 5 0 1 50 

900 {9 . 1 00} 

0 

I.. 

Catatan: tidak terdapat pencatatan di LRA karena pengakuan piutang lebih 
salur transfer bukan .realisasi secara kas. 

5 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi 

pengakuan Piutang Transfer DAU pada semester I tahun 20X l  sebagai 

berikut: 
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LAPORAN OPERAS IONAL 

BAGIAN AN G GARAN BUN TRAN SFER KE DAERAH DAN DANA DESA 
J� Untuk Periode Yang B erakhir S ampai D engan 30 Juni 2 0X 1 

U RAIAN J U IVI LAH 
KEGJATAN OPERASIONAL 

PNB P Lainnya 

Jumlah Pendapatan Operasional 

BEBAN OPERASIO NAL 

Behan Transfer ke Daerah dan Dana Desa *7 0 0  
B e  ban Penyisihan Piutang Tidak tertagih 

Jun1lah Behan Operasional 7 0 0  
Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional (70 0 }  

KEGIATAN NON OPERAS IONAL 

Surplus/ Deft.sit Pelepasan Aset Non Lancar 0 
Surplus / D efisit dari Kegiatan N on Op erasion al  Lainnya 0 
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa 0 
SURPLUS / D EFISlT - LO 

Catatan .: 
*Realisasi tran sfer sebelutnnya Rp9 0 0  dikurangi penyesuaian b eban transfer 
atas pengak-uan piutang transfer estin1asi lebih salur sebesar Rp200 = 

Rp7 0 0 .  
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6 . Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

transaksi pengakuan piutang transfer DAU pada semester I tahun 2 0X l  

sebagai berikut: 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

H Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X 1 
URAIAN JUMLAH 

EKUITAS AWAL 1 00 
SURPLUS/DEFISIT- LO (700) 

DAMPAK KUI\IIULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0 
AKUNTANSI/KESALAHAN IvIENDASAR 

Koreksi N ilai Persediaan 0 
Selisih Revaluasi A.set Tetap 0 
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 
Lain-lain 0 

TRANSAKSI ANTAR ENTIT AS (DEL/KEL} 750 
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS 50 
EKUIT AS AKHlR 1 50 

,.., 

7 .  Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan piutang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada semester I tahun 2 0X l  

sebagai berikut: 

NERACA 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

l±l·..-����������p_e_r _3_0_L_lu_1_1_i _2_01_X_l�����---,���---. 
�·-�_se_t_' ��������������������--+-�R_· �-� 

Piutang 
Piutang Transfer DAU 50 
Piutang Transfer Diestit"na.si. *2 00 

Total Aset 250 
Kewajiban 
Utang Transfer DAU 1 00 
Utang Transfer Diestimasi 0 

Total Kewajiban 1 00 
Eku:i.tas 1 50 
Total Kewajiban dan Ekuitas 250 

Cata.tan : 
*Pengakuan piutang transfer etimasi DAU sebesar Rp200 . 

8 . Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi reklasifikasi dan 

penyelesaian piutang transfer DAU pada periode semester II tahun 

20X l sebagai berikut: 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 68 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
BAGIAN ANG GARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

H Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember 20X 1 . . 

ReaHsasi Realisasi 

Uraian Realisasi Pengembalia.n s.d.  Saat di Atas Pagu 
uu (bawah) 

Anggaran 
( 1 } (2) (3} (4) (SJ = (3-4) (6) = {2-5} 

PENDAPATAN 
NEGARA DAN 
HIBAH 
PENERIMAAN 0 1 50 1 50 1 5 0  
NEGARA 
. .  � . 

TRANSFER 1 0"000 1 .000 *225 775 (9 -225) 
. . .  

!"'! 

Cata.tan : "Realisasi pengembalian sebelumnya Rp l OO ditambah realisasi 
pengembalian saat ini Rp 1 2 5  = Rp225 

9 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi 

pengakuan piutang transfer DAU periode pada semester II tahun 2 0X 1  

sebagai berikut: 

LAPORAN OPERASIONAL 
BAGIAN AN GGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA D ESA 

'.:Fl Untuk Periode Yang Berakhir Sam.pai D engan 3 1  D esemJber 2 0X 1 
U RALA..N J UMLAH 

KEGIATAN OPERASIONAL 
PNBP Lainnya 

Jumiah Pendapatan Operasion.al 
BEBAN OPERASIONAL 

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa *700 
B ehan Penyisihan Piutang Tidak tertagih 0 
Jumlah B eban O perasion al 700 
Surplus / De:fisit dari Kegiatan O perasion al (700} 

KEGIATAN NON OPERASIONAL 
Surplus/D efisit Pelepasan Aset Non Lancar 0 
Surptus / D efisit dar:i Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 
Surplus / D efisit dari Pas Luar Biasa 0 
SURPLUS /DEFISIT - LO (700} 

L------------------------�------l::i C ata tan: 
*Tidal'( ada perubahan nilai karena adanya penerin1aan p engen1b a!ian 
tran sfer TAB dan penyesuaian bebari.n.ya = Rp700 . 

1 0 .  Lapora.n Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

transaksi pengakuan piutang transfer DAU periode pada semester II 

tahun 2 0X l  sebagai berikut: 
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LAPORAN PERUBAHAN EKUfTAS 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

4;1 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1  Desember 20X l 
URA IAN JUI\llLAH 

EKUITAS AWAL 1 00 
SURPLUS/ DEFISIT - LO (700) 
DAl\tl PAK KUMULATIF PERUBAHAN KEB IJAKAN 0 
AKUNTANS I / KESALAHAN 1\IIENDASAR 

Koreksi Nilai Persediaan 0 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 
Lain-lain 0 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) *625 
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUIT AS {75) 
EKUITAS AKH IR 25 

Catatan : 
*Transaksi sebelumnya Rp750 dikurangi transaksi saat ini Rp 1 25 atas 
pengembalian transfer TAB 

1 1 . Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan piutang 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa periode pada semester II tahun 

2 0X l  sebagai berikut: 

NERACA 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

per 3 1  D esember 20X l 
Aset Rp 
Piutang 
Piutang Transfer DAU * 1 25 
Piutang Transfer Diestimasi **O 

Total Aset 1 25 
Kewajiban 
Utang Transfer DAU 1 00 
Utang Transfer Diestimasi 0 

Total Kewajiban 1 00 
Ekuitas 25 
Total Kewajiban dan Ekuitas 1 25 

Cata tan : 
*Nilai sebelumnya RpSO ditambah reklasifikasi pendifinitifan piutang Rp20 0  
dikurangi petu:nasan piutang .Rp l 25 = Rp 1 2 5 .  
"'*Reklasifikasi piutang estimasi Rp200 .ke piutang defi.nitif Rp200 . 

1 2 . Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi penyelesaian piutang 

transfer DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 2 0X2 

sebagai berikut: 
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LAPORAN REALISASI AN GGARAN 
BAGLA.N ANG GARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

:;1 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai D engan 30 Juni 20X2 
Realisasi Realisasi 

Uraian Realisasi Pen gembalian. s.d.  Saat di Atas Pagu 
llll (bm.vah} 

An gga:ran 

( l }  (2] (3} (4} (5) = (3-4) (6}  = {2-5) 
PENDAPATAN 
NEGARA DAN 
HIBAH 
PENERIMAAN 0 7 5  75 ! 5  
NEGARA 
� "  .. .  

TRANS FER 
� • 4" 

. I  

1 3 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi 

penyelesaian piutang transfer DAU di tahun berikutnya pada periode 

semester I tahun 20X2 sebagai berikut: 

LAPORAN OPERASIONAL 
BA.GIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

E! Untuk Periode Yang Berakhfr Sampai Dengan 30 Juni 20X2 
URA.IAN JUMLAH 

KEGIATAN OPERASIONAL 
PNBP Lainnya 
. . .  

Jumlah Pendapatan Operasional 
BERAN OPERASIONAL 

. . .  

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa 0 
Be ban Penyisihan Piutang Tidak tertagih 0 
Jumlali Behan Operasional 0 
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional 0 

KEG IATAN NON OPERASIONAL 
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non La.near 0 
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *O 
Surplus/Defisit dari Pas Luar Biasa 0 
SURPLUS / DEFISIT - LO 0 

Cata.tan: 
"Tidak ada perubahan nilai karena adanya penyesuaian beban Rp 75 atas 
penerimaan pengembalian transfer TAYL Rp7S = RpO . 
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1 4 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

transaksi penyelesaian piutang transfer DAU di tahun berikutnya pada 

periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut: 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
BAGIAN ANGGARi\N BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

.fl Untuk Pedode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2 
URA IAN JUMLAH 

EKUITAS AWAL *25 
SURPLUS / DEFISIT - LO 0 
DA.NIP AK KU MULA TIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0 
AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR 

Koreksi Nilai Persediaan 0 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 
Lain-lain 0 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL} **(75) 
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS (75) 
EKUITAS AKHIR (50) 

Catatan : 
*Saldo ekuitas akhir 20X 1 Rp2S .  
**Transaksi pengembalian transfer TAYL Rp7 5 .  

1 5 . Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penyelesaian piutang 

transfer DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 20X2 

sebagai berikut: 

NERACA 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

l±i per 30 Juni 20X2 
Aset Rp 
P.iutang 
Piutang Transfer DAU *50 
Piutang Transfer Diestimasi 0 

Total Aset 50 
Kewajiban 
Utang Transfer DAU 1 00 ; 
Utang Transfer D iestimasi 0 

Total Kewajiban 1 00 
Ekuitas {50} 
Total Kew.ajiban clan Ekuitas 50 

Cata.tan : 
*Saldo awal Rp 1 25 dikurangi pelunasan berupa pengembalian transfer TAYL 
Rp75 = Rp5 0 .  

D.  I LUSTRASI 4 :  TRANSAKSI PENGAKUAN UTANG, DAN PENYELESAIAN 

UTANG KURANG SALUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

1 .  Pada 30 April 20X l  diketahui kurang salur transfer ke daerah dan dana 

desa tahun anggaran 20X l  berupa DAU sesuai dengan hasil verifikasi 

dan rekonsiliasi penyaluran sebesar Rp . 50 ,  dan belum ditetapkan 
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dalam peraturan menteri keuangan mengenai kurang salur transfer ke 

daerah dan dana desa. Jurnal akrual untuk buku besar akrual pada 

laporan keuangan 20X l  sebagai berikut: 

Buh.1.1 Besar Akrual Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
6xxxxx Be ban DAU 50 LO 
-:;nn...::cr--------ura!ig-t:ra:115J&r----------------55----"N:rc:�-

- Estimasi 

2 .  Pada 1 Juli 2 0X l  terhadap utang transfer - estimasi hasil verifikasi dan 

rekonsiliasi penyaluran sebesar Rp50 dilakukan penetapan dalam 

peraturan menteri keuangan mengenai kurang salur transfer ke daerah 

dan dana desa tahun 20X l . Jurnal akrual untuk buku besar akrual 

pada laporan keuangan 20X l  digunakan untuk mendefinitifkan utang 

kurang salur transfer ke daerah dan dana desa sebagai berikut: 

Buh1 Besar Akrual Db Kr Ket Bulm Besar Kas Db Kr Ket 
f--2-lXXJ->:A..'"'C----U-ta_n_g_T_r_a_n_s"""'fo_s _____ S_G ____ N_rc-. -u------------·· ···-

Estimasi 

3 .  Pada 1 Oktober 2 0X l  dilakukan penyelesaian utang kurang salur 

transfer ke pemerintah daerah sesuai dengan SPM / SP2 D  sebesar Rp3 5  

dan sisanya pada 5 Januari 20X2 . Jurnal akrual dan jurnal kas untuk 

buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut: 

a .  Jurnal resume tagihan sesuai SPP/ SPM kurang salur DAU 2 0X l  

sebesar Rp35 di tahun berjalan 20X l : 

Buku Besar Akrual Db 
Beban Dana 35 

Kr Ket 
LO 

Alokasi Umum. 
-:nsx:��----------"T:ra.n.-5r0�r:-5ru.;-a:----------------35---1,ric--

Perimbangan 
yang Masih 
Harus 
Dibayar 

Buku Besar Kas Db Kr Ket 

b .  Jurnal realisasi sesuai SPM/ SP2D kurang salur DAU 2 0X l  sebesar 

Rp35 di tahun berjalan 20X l : 

'I Buku Besar Akrual Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
; 2 1xxxx: Transfer Dana 35 Nrc 62xx.."CT Dana Alokasi 35 LRA 

Perimbangan Umum 
yang Niasih 
Harus Dibayar -3T3x:xx--------t:r-a11�£al<sr----------------35---1r:E- -3T3m _______ "Tra11saI<sr--------------35---ct>.E-

Antar An tar 
E:ntitas Entita.s 
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c. Jurnal penyesuaian untuk penyelesaian utang kurang salur DAU 

2 0X l  sebesar Rp35 di tahun berjalan 20X l : 

Buku Besar Akrua1 Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
2 lxx:xx Utang Transfer 35 Nrc 
-6x;.,���--------E'fei;;;1;0-a.-1;-a--------------------35----Nrc--

Alokasi Umum 

d .  Jurnal resume tagihan sesuai SPP/ SPM kurang salur DAU 2 0X l  

sebesar Rp 1 5  di tahun berj alan 20X2 : 

Bukll Besar Akrual 
Behan Dana 
Afokasi Umum 

Db Kr Ket 
15  LO 

-:;ns-.xxx----------rrr-a:11-srer-firuw:----------------rs----1\frc--
Perimbangan 
yang Masih 
Harus 
Dibayar 

BU:h.-u Besar Kas Db Kr Ket 

e .  Jurnal realisasi sesuai SPM/ SP2D kurang salur DAU 2 0X l  sebesar 

Rp 1 5  di tahun berj alan 20X2 : 

Buku Besar Akrual Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
2 1xx.� Transfer Dana 15 

Perimbangan 
yang Masill 
Harus Dibayar 

Nrc 62xx."'<X Dana Alokasi 1 5  LRA 
Un1um 

-3�13;;x--------fra:11s-aksT-----------------y5---I'PE- -313X,XX _ _ _ _ _
_ _  "Tra11saI<sr--------------T�r--rP-E-

Antar An tar 
Entitas Entitas 

f. Jurnal penyesuaian untuk penyelesaian utang kurang salur DAU 

2 0X l  sebesar Rp 1 5  di tahun berj alan 20X2 : 

Buko..1 Besa.r Akrual Db Kr Ket Huk:u Besar Kas Db Kr Ket 
2 1xx.� U tang Transfer 1 5  Nrc 
-6x.uxx _ _ _ _ _ _

_
_ "Efeb��na.�11a--------------------15----Nrc--
Alokas1 Umum 

4 . Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas 

transaksi pengakuan utang transfer DAU pada semester I tahun 2 0X l  

sebagai berikut: 
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

H Untuk Tahun yang Berakhir Sarnpai Dengan 3 0  Juni 20X l ,.,, 

Realisasi Realisasi 

Uraian Realisasi Pengembalian s.d. Saat di At.as Pagu 
m1 (ba\vah) 

Anggaran 
( l} (2} (3} (4} (SJ = (3-4} (6) = (2-5) 

.PENDAPATAN 
NEGARA DAN 
HIBAH 
PENERirvKAAN 0 1 50 1 50 1 50 
NEGARA 
IC " �: :O' 

TRANSFER 1 0 .000 l . 000 1 00 900 (9 . 1 00} 
. . .  

.J 

Catatan: tidak terdapat pencatatan di LRA karena pengakuan utang lebih 
salur transfer bukan realisasi secara kas. 

5 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi 

pengakuan utang transfer DAU pada semester I tahun 2 0X l  sebagai 

berikut: 

LAPORAN OPERASIONAL 
BA GIAN A NGGARAN BU N  TRA NSFE R KE DA ER�H DA N DA NA D ESA 

� Untuk Periode Yang Berakhir Samp ai Denga:n 30 Juni 2 0 X 1  
URAIAN Ju r .. r.LA H 

KEGIATAN OPERASJ ONAL 
PNBP La:innya 

Jumlah Pendapatan Operasional 
BE.BAN OPERASI ONAL 

Beb an Transfer ke Daerah d an.  Dan.a Desa *7 6 0  
Beh an Penyisihan Piutan.g Tid ak  tertagih 0 
Jumlah Behan Operasiona1 7 6 0  
Su.rplus/Defisit d ari  Kegiatan Operasional (750) 

KEGIATAN NON OPERASI ONAL 
Surp1us/Defisi:t .P.elepasan A set No.n k"'l:ncar 0 
Surplus/Defisit darl Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 
Su:rplus/ Defisit darl Pos Luar Biasa 0 
SURPLUS/ DEFISIT - LO (760l. 1 

Cata tan: 
"Nilai beb an seb elun1nya Rp 700 d:itamb ah p enyesuaian b eb an  transfer 
atas pengakuan utan.g transfer esti1nasi lebih salur sebesar Rp 5 0  = 

Rp7 50. 

6 . Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

transaksi pengakuan utang transfer DAU pada semester I tahun 2 0X l  

sebagai berikut: 
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LA PORAN PERUBAHA N EKUITA S 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAE RA H  DAN DANA DE SA 

H Untuk Perlode Yang Berakhir Sampai Denga.n 30 Juni 2 0X l  
U RAIAN 

EKUITAS A\VAL 
SURPLUS/DEFISIT - LO 
DAM PAK KUMULATI F PERUBAHAN KEBIJAKA N 
AKUNTANSI/KESALAHAN IvIENDASAR 

Koreksi Nilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Teta.JJ 
Koreksi Nilai A.set Tetap Non Revaluasi 
Lain-lain 

TRANSAKSI ANTA R ENTITAS (DEL/KEL) 
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 
EKUITAS AKHI R 

JUMLA H  
1 0 0  

(700)  
0 

0 
0 
0 
0 

7 !:> 0  
0 

1 0 0  
, . . 

7 .  Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan utang 

transfer ke Daerah clan Dana Desa pacla semester I tahun 20X l  sebagai 

berikut: 

NERP�CA 
BA.GIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

per 30 Juni 20X1 
A set Rp 
Piutang 
Piutang Transfer DAU 50 
Piu tang Transfer Diestimasi 200 

Total Aset 2::,0 
Kmvajiban 
Utang Transfer DAU 1 00 
Utang: Transfer Diestimasi *50 

Total Ke-wajiban 1 50 
Ekuitas 1 00 
Total Kewajiban dan Ekuitas 250 

Cata tan: 

*Pengakuan utang transfer etimasi DAU sebesar RpSO,, 

8 .  Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi reklasifikasi clan 

penyelesaian utang transfer DAU pacla periocle semester II tahun 2 0X l  

sebagai berikut: 
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFE R KE DAERAH DAN DANA DESA 

i; Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 3 1  Desember 20Xl 
Realisasi 
s. d .  Saat 

ini 

Realisasi 
Uraian Pagu Realisasi Pengemb alian di Atas 

(bmNah) 
Anggaran 

(2l (3) (4) (5 ) = (3-4) (6) = (2-5)  
PENDAPATAN 
NEGAPJ\ DAN 
HIBAH 
PENERIMAAN 
NE GA RP .. 

TRANSF'ER 

0 1 50 

1 0 .000 *1 . 03 5  

1 50 1 50 

225 8 10 (9 .. 1 90) 

,._) 
Cata.tan: *Realisasi transfe1· seb e.lumnya Rp l . 0 0 0  ditamba:h realisasi 
transfer saat ini Rp35 = Rp 1 .035 

9 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi 

pengakuan utang transfer DAU periode pada semester I I  tahun 2 0X l  

sebagai berikut: 

LAPORAN OPE RA SI ONAL 
BAGIAN ANGGARAN BUN T RANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Untuk Perio de Yang Berakhir Samp a:i Dengan 3 1  Desemher 2 0X 1  
U RAIAN JUM.LAH 

KEGIATA N OPERASIONAL 
PNBP Lainnya 

Jumlah Pendap atan Op erasional 
BEBAN OPERASlONAL 

Beh an Transfer ke Daerah dan Dana D esa *7 5 0  
Beban Penyisihan Piu tang Tidak tertagih 0 
Jumlah Beb an Operasional 7 5 0  
Surplus/Defisit dad Kegiatan Op erasional (750)  

KEGIATAN N O N  OPERASI ONA L  
Surp lu s / D efisit Pelep asan Aset Non Lancar 0 
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 
Surplus/De:fisit dari Pos Luar Biasa 0 
SURPLUS/DEFISlT - LO (750) 

Cata tan: 
*'Tidak ada p erubahan nilai karena adanya realisasi p enyaluran transfer 
Rp 3 5  dan dikurangi p eny esua:ian b eb annya untuk p elunasan utang 
transfer = Rp 3 5 .  

l O .  Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

transaksi pengakuan utang transfer DAU periode pada semester II  

tahun 2 0X l  sebagai berikut: 
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U\PORAN PERUBAHAN EKUIT AS 
BAGIAN ANGGARA N BUN TRANSFER KE DA E RA H  DAN DANA DESA 

�f;l Untuk Periode Yang Berakhir Samp ai Dengan 3 1  D esemb er 20Xl 
URAIAN JUM.LA H  

EKUITAS A WAL 
SURPLUS/DEFISIT - LO 
DAMP AK KUMULA TI F PERUBAHAN KEBIJA KAN 
AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR 

Ko reksi Nilai. Persediaan 
Selisih Revaluasi . A set Tetap 
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 
La:in-1ain 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) 
KENAI KAN/PENURUNAN EKUITAS 
EKUITAS AKHIR 

Catata:n; 

1 0 0 
(750 )  

0 

0 
0 
0 
0 

*660 
(90)  

1 0  
•. J 

*Transaksi seb elumnya Rp 6 2 5  ditanib ah transaksi saat ini Rp 3 5  atas 
rea:1isasi transfer = Rp 6 6 0  

1 1 . Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan utang 

transfer ke Daerah dan Dana Desa periode pada semester II  tahun 

2 0X l  sebagai berikut: 

NE RA CA 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

i:f.l per 3 1  Desenib er 20X 1 
A� � 
Piutang 
Piutang Transfer DAU 1 25 
Piutang Transfer Diestimasi 0 

Total As.et 1 25 

Utang Transfer DAU *1 1 5  
Utang Transfer Diestimasi **0 

Total KewaJiban 
Ekuitas 1 0  
Total Kewaj.iban d an  Ekuitas 1 2 5  

Cata tan; .J 

*Nilai sebelumnya Rp l O O  ditambah reklasifikasi p endifinitifan utang Rp50 
dikurangi pelunasan utang Rp35 = Rp l 1 5 , 
**Reklasifikasi utang estimasi Rp50 ke utang definitifnya Rp50 ., 

1 2 .  Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi penyelesaian utang 

transfer DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 2 0X2 

sebagai berikut: 

I 
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U\PORAN REi\LISASl ANGGARAN 
BAGIAN ANGGAHAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DES.A 

Untuk Tahun yang Berakhir Sampal. Dengan 3 0  Juni 2 0X2 
Realisasi Rea1isasi 

Uraian 

PJ  
PENDAPATAN 
NEGARA DAN 
HIBAH 
PENERIMN\N 
NEGARA 

TRANSFER 

Pagu Realisasi 

(2 ) (3 ) 

0 7 5  

* 1 ;:, 

Pengembalian 

(4) 

s .d. Saat 
ini 

(5 ) = (3-4) 

75 

l b  

d i  Ata.s 
(benvah) 

Anggaran 
(6) = (2 -5 )  

75 

1 5  

Cata.tan: rna.lisasi penya1uran transfer sesuai SPM/SP2D untuk 
p e1unasan utang kura.ng salur transfer Rp 1 5 .  

1 3 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi 

penyelesaian utang transfer DAU di tahun berikutnya pada periode 

semester I tahun 20X2 sebagai berikut: 

LAPORAN OPEPJ\SIONAL 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRA NSFER KE DAE RAH DAN DANA DE SA 

+ Untuk Period e Yang Berakhir Srunp ai D engan 30 Juni 2 0X2 
URAIAN JUMLAH 

KEGIATAN OPERASI ONA L  
PNBP Lainnya 

Jumlah Pend ap atan Op erasiona1 
BEBAN OPERASIONAL 

Beb an Transfer .ke Daerah dan Dana Desa 

Beb an Penyisihan Piutang Tidak tertagih 

Jumlah Beb an Ope.rasiona1 
Surp.lus/ Defisit dari Kegiatan Operasiona1 

KEGIATA N NON OPERASI ONAL 
Surp1us/Defisit Pelep asan Aset Non La.near 
Surpius/ Defisit dari Kegiatan Non Operasiona1 Lainnya 
Surp1us/ Defisit dari Pos Luar Biasa 
SURPLUS/DEFISIT - LO 

Cata.tan: 
"Tidak ada p erub ahan nilai b eb an  transfer karena adanya. p enyesu aian 
beban Rp 1 S  a.tas rea1isasi p eny a1u ran transfer u ntuk utang kurang salu r 
Rp 1 5  = Rp O .  

1 4 .  Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

transaksi penyelesaian utang transfer DAU di tahun berikutnya pada 

periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut: 
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
BAGIAN ANGGARi\N BUN TRANSFE R KE DAERi\H DAN DANA DE SA 

f Untuk Per.iode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2 0X2 
U RJl.i.IAN JUMLAH 

EKUITAS AWAL * 1 0  
SURPLUS/DEFISIT - LO O 
DAiilIPAK KU MULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN O 
AKUNTANSI/KESALAHA N MENDASAR 

Koreksi Nilai Persediaan O 
Selisih Revaluasi A set T etap o 
Ko reksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi o 
Lain-.lain o 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KELJ ** 1 5 
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUJTAS 1 5  
EKUITAS AKHIR 2;:, 

Cata tan.: 1 

*Saldo ekuitas ak:hir 20X 1  Rp 1 0 .  
"'''Transaksi realisasi transfer untuk p e1u:nasan u tang kurang salur transfer 
Rp 1 5 ,. 

1 5 .  Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penyelesaian utang 

transfer DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 2 0X2 

sebagai berikut: 

NERACA 
BAGIAN ANGGARAN EUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

Piutang 
Piutang Transfer DAU 1 2 5  
P iu  tang Transfer Diestimasi 0 

Total Aset 1 2 5  
Kei;vajiban 
Uta.ng Transfer DAU * 1 0 0  
Utang Transfer DiestlmasJ 0 

Total Kei.vajiban 1 00 
Ekuitas 25 
Total Kewajiban clan Ekuitas 1 2 5  

Cata.tan: J 

*Saldo ai.val Rp 1 1 5 dikurangi rea1isasi transfer untuk pelunasan u tang 
kurang salur Rp 1 5  = Rp 1 00 .  

E .  ILUSTRASI 5 :  KOREKSI NILAI PIUTANG DAN/ ATAU UTANG TRANSFER 

KE DAERAH DAN DANA DESA 

1 .  Pada 8 Desember 20X l  diketahui terdapat kesalahan perhitungan atas 

penetapan piutang per 3 1  Desember 20XO sesuai dengan PMK 

mengenai alokasi lebih bayar transfer tahun 20XO sebesar Rp200 ,  yang 

seharusnya hanya sebesar Rp l 75 dan ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan . Atas kesalahan perhitungan ini, harus dilakukan koreksi 

nilai piutang yang telah diakui sebelumnya. Jurnal akrual untuk buku 
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besar akrual yang digunakan untuk koreksi piutang transfer sebagai 

berikut: 

Buku Besar Akmal Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket 
39x..rr...x Ko reksi 2 5  LO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1  xx.xx Piutang 25 Nrc 
Transfer 

2 .  Komponen laporan keuangan tahun 20X l  yang terdampak penyaJ ian 

atas pencatatan jurnal koreksi piutang lebih salur transfer Rp2 5  adalah 

LPE dan N eraca. 

a .  Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

koreksi piutang transfer DAU Rp25  periode pada semester TI  tahun 

2 0X l  sebagai berikut: 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

BA GIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 
;+ Untuk Perio de Yang Berakhir Sampai Deng an 3 1  Desember 20Xl 

URAIAN JUMLAH 
EKUITAS AWAL 1 0 0  
SURPLUS/DEFISIT - LO (750 ) 
DA MPA K  KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0 
AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR 

Koreksi Nilai Persediaan 0 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 
Kornksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 
Lain-lain *(20) 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 660 
KENAlKAN/PENURUNAN EKUITAS (90 )  
EKUITAS AKHIR (1 5) 

Ca:tatan: L) 

*Jumal koreksi penurunan nilai piutang lebih salur transfer 20XO Rr25 
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b .  Laporan Keuangan berupa Neraca atas koreksi piutang transfer DAU 

Rp2 5 periocle pacla semester II  tahun 20X l  sebagai berikut: 

NERACA 
BAG.IAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

[fl per 3 1  Desember 20X1 
A� � Piutang 
Piuta.ng Transfer DAU * 1 00 
Piutang Tnmsfer Diestimasi 0 

Total A set 1 00 
Kewajiban 
Uta.ng Transfer DAU 1 1 5 
Utang Transfer Diestimasi 0 

Total Kevlajiban l l b 
Ekuitas (1 5 )  
Total Kev1aJiban dan Ekuitas 1 0 0  

Catata:n: 
*Nilai sebelumnya Rp 1 25 dih."Urangi koreksi penurunan nilai piutang lebih 
sa.lur transfer 20XO Rp25 = Rp l O O .  

3.  Pacla 8 Desember 20X l  cliketahui terclapat kesalahan perhitungan atas 

penetapan utang per 3 1  Desember 20XO sesuai clengan PMK mengenai 

alokasi kurang bayar transfer tahun 20XO sebesar Rp l OO ,  yang 

seharusnya hanya sebesar Rp85 clan clitetapkan sesuai clengan 

ketentuan . Atas kesalahan perhitungan ini, harus clilakukan koreksi 

nilai utang yang telah cliakui sebelumnya. Jurnal akrual untuk buku 

besar akrual yang cligunakan untuk koreksi utang transfer sebagai 

berikut: 

Buh..l.1 Besar Akrual Db Kr Ket 
2 1  XX.'{.'{ U tang Transfer 1 5  LO -39�-<.u _ _ _ _ _ _ _ _  

K
o-r·eI-Zsr-------------------------15----Nrc-

Buku Besar Kas Db Kr Ket 

4 .  Komponen laporan keuangan tahun 20X l  yang terclampak penyaj ian 

atas pencatatan jurnal koreksi utang kurang salur transfer Rp 1 5  

aclalah LPE clan N eraca. 

a .  Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas 

koreksi utang transfer DAU Rp 1 5  periode pacla semester II tahun 

2 0X l  sebagai berikut: 
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

;I Untuk Peri.ode Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1  Desember 20X 1 
URAIAN JUIVILAH 

.EKUITAS AWAL 
SURPLUS/DEFISIT- LO 
DATvIPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJ AKAN 
AKUNTANSI/KESALAHAN rv!ENDASAR 

Koreksi N ilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Koreksi N ilai Aset Tetap Non Revaluasi 
Lain-lain 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL} 

KEK.VKAN /PENURUNAN EKUJT AS 
EKUITAS AKHIR 

Catatan: 

1 00 
{750) 

0 

0 
0 
0 

*( 1 0} 
660 

(1 00} 

0 

*Niiai koreksi sebelumnya Rp 25 dikurangi koreksi penurunan nilai utang 
kurang salur transfer 20XO Rp1 5  = Rp 1 0  

b .  Laporan Keuangan berupa Neraca atas koreksi piutang transfer DAU 

Rp 1 5  periode pada semester II tahun 20X l  sebagai berikut: 

NER.l\CA 
BAGLl\N ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

i+l per 3 1  Desember 20X1 
Aset 
Piutang 
Piutang Transfer DAU 
Piutang Transfer Diestimasi 

Total Aset 
Kewajiban 
Utang Transfer DAU 
Utang Transfer Diestimasi 

Total Kewajiban 
Ekuitas 
Tota1 Kewajiban dan Ekuitas 

Cata.tan: 

Rp 

1 00 
0 

1 00 

* 1 00 
0 

1 00 
0 

1 00 
!.] 

*Nifai sebelumnya Rp l 1 5  dikurangi koreksi penurunan nilai utang h."Urang 
salur transfer 20XO Rp l S  = Rp l OO .  
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BAB VII 

PENUTUP 

Modul SATD merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan 

penyaj ian Laporan Keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan 

anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  !ahun 20 1 0  tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan . Penyusunan dimaksud merupakan upaya 

untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara, khususnya dalam pengelolaan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa.  

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dengan 

rancangan Sistem Aplikasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 

komprehensif sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, 

informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerj a  

Instansi Pemerintah . 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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